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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi BPK merupakan upaya perbaikan manajemen pemerintah, pelaksanaan tindak
lanjut ini merupakan tanggungjawab dari setiap kepala entitas yang diperiksa. Dibentuknya
tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) scharusnya dapat mempercepat proses
penyelesaian tindak lanjut BPK, undang-undang telah mengatur dengan tegas batas wakt
yang harus dipatuhi yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) diterima, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat rekomendasi
yang belum ditindak lanjuti sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam aturan. Maka
perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK
oleh tim TLHP di Kabupaten Bulungan dari segi efektivitas, efisienst, kecukupan, perataan,
responsivitas dan ketepatan. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa masalah tersebut yang
menjadi kajian yaitu, bagaimana evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK
oleh tim TLHP di Kabupaten Bulungan dan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagai tim TLHP dalam meningkatkan penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi BPK oleh tim TLHP di Kabupaten Bulungan serta mengetahui
dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat sebagai tim TLHP
dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Penelitian dilakukan
pada Inspektorat Kabupaten Bulungan dengan menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas dalam penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi BPK masih belum memadai dan betum sesuai dengan ketentnan yang berlaku,
(2) Efisiensi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK belum memadai (3)
Kecukupan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK belum memenuhi
kebutuhan, dan belum memecahkan masalah (4) Perataan dalam penyelesaian tindak lanjut
Rekomendasi BPK telah memadai, dalam arti seluruh hasil telah didistribusikan dengan
merata kepada masing-masing SKPD (5) Responsivitas dalam penyelesaian tindak lanjut
Rekomendasi BPK belum memadai, hal ini terlihat dari tanggapan masing-masing SKPD
atas rekomendasi BPK masih banyak yang belum dindaklanjuti (6) Ketepatan dalam
penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi BPK belum memadai, hal ini dilihat rekomendasi
belum dapat memperbaiki kelemahan SKPD. '

Kata Kunci : Evaluasi, Penyelesaian Tindak Lanjut, Rekomendasi, BPK
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ABSTRACT

Evaluation of the Completion of Follow-Up Recommendations of the Supreme Audit
Board by the Follow-up Team of Examination Result
In Bulungan District

Hery Yulianti
heryyuli36@gmail.com
Post-Graduate Program of

Universitas Terbuka, Indonesia

This research is motivated by the idea that the completion of the follow-up of BPK

recommendations is an effort to improve the management of the government, the

implementation of this follow-up is the responsibility of every head of the examined

entity. The formation of the Follow-up Team of Examination Result (TLHP) should

be able to accelerate the process of completion of the BPK follow-up, the law has

strictly set the deadline to be complied with no later than 60 (sixty) days after the

Report on Examination Result (LHP) is received, in implementation there are still

recommendations that have not been followed up within the time limits specified in

the rules. It is therefore necessary (o conduct a research on the evaluation of the

Sfollow-up of the BPK recommendations by the TLHP team in Bulungan District in

terms of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy.

There are several questions from some of the problems that are being reviewed,

namely how the evaluation of the follow-up of the BPK recommendations by the

TLHP team in Bulungan District and what efforts made by the Inspectorate of
Bulungan District as TLHP team in improving the completion of the jollow-up

recommendations. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the

follow-up of the BPK recommendations by the TLHP team in Bulungan District and
to kmow and analyze the efforts that have been done by the Inspectorate as the

TLHP team in improving the completion of the follow-up of BPK's
recommendations. The research was conducted at Inspectorate of Bulungan
Regency by using qualitative descriptive approach with data collection technique
through interview and documentation. The results of the research indicate that (1)

the effectiveness in the completion of the follow-up of BPK recommendations is still
inadequate and not in accordance with the prevailing provisions, (2) Efficiency in
the follow-up of the BPK recommendation is not sufficient (3) Adequacy in the
completion of follow-up recommendations of BPK has not fulfilled the need , and
has not solved the problem. (4) Reform in the follow-up of the Recommendation of
BPK has been sufficient, in the sense that all results have been distributed equally
to each SKPD. (SKPD) on the recommendation of BPK is still much that has not
been followed up (6) The accuracy in the follow-up of the BPK Recommendation is
not sufficient, it is seen that the recommendation has not been able to fix the
weaknesses of SKPD.

Keywords: Evaluation, Follow-up Completion, Recommendation, Audit




43305.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
“Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa
| Keuangan (BPK) oleh Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) _ |
' di Kabupaten Bulungan” |
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun |
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik

Tarakan, 30 September 2017

( Hery Yulianti )
NIM. 500894698




S ——

43305.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Badan
Pemeriksa Kevangan (BPK) oleh Tim Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) di Kabupaten Bulungan

Penyusun TAPM : Hery Yulianti

NIM : 500894698
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal : Sabtu /30 September 2017
Menyetujui :
Pembimbing II,

Dr. Mustainah M, M. Si
NIP.19630831 198803 2 001 NIP.1966061

19903 1 002

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik / Direktur Program Pascasarjana,
Program Magister Administrasi Publik

Dr.Darmanto, M.Ed Dr. Liestyodono Bawono , M.Si
NIP. 19591027 198603 1 003 NIP. 19581215 198601 1009




UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN
Nama :  Hery Yulianti
NIM : 500894698
Program Studi Magister Administrasi Publik
Judul TAPM ~

43305.pdf

Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Tim Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Kabupaten

Bulungan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister

Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu/ 30 September 2017
Waktu : 08.00-09.30 Wite
Dan telah dinyatakan

PANITIA PENGUJI TAPM
Ketua Komisi Penguji

Nama ; Dr. Sri Listyarini, M.Ed
NIP.19610407 198602 2 001

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Sri Suwitri, M. St
NIP. 19620614 198703 2 001

Pembimbing I

Nama : Dr. Sofjan Aripin. M.Si
NIP.19660619 199203 1 002

Pembimbing I1
Nama : Dr. Mustainah M, M. Si
NIP.19630831 198803 2 001

.........................

.....................



43305.pdf

KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirrobbilallamin, puji syukur yang tiada terhingga penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat karunia dan ridho-NYA,
schingga Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut

Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Tim Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) di Kaﬁupaten Bulungan” ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir

ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister

Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan yang disusun ini masih jauh
dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Berkat Bantuan serta bimbingan dari
. berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa
terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk mengikuti proses pembelajaran pada program
Magister Administrasi Publik;

2. Bapak Dr. Sofjan Aripin M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan sekaligus
sebagai Pembimbing Pertama, serta Ibu Dr. Mustainah M, M. Si, selaku
Pembimbing Kedua yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, terus

- memberikan semangat- secara moril dan saran yang konstruktif untuk
menyeiesaikan penulisan Tugas Akhir ini; |

3. Dosen-dosen Universitas Terbuka yang telah memberikan ilmu dan berbagi
pengalaman selama saya menempuh perkuliahan program pascasarjana bidang

Administrasi Publik;

vi



43305.pdf

4. Bapak Ibramsyah, S. Sos selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan
yang telah mendukung penulis dalam mengikuti Program Magister
Administrasi Publik Universitas Terbuka serta menyelesaikan Tugas Akhir ini;

5. Ibu Yuniar Asfiaty, SE selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan
yang telah memberikan motivasi dan informasi serta seluruh informan yang
telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis guna
pényusunan Tugas Akhir ini;

6. Ayahanda H. Musiran Basuki, Ibunda Hj.Siti Syamsiah, suvami tersayang
Abdul Aziz, Ayahanda mertua Ahmad Hanafi dan Ibunda mertua Halilah serta
seluruh saudara dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan serta
motivasi untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka.

7. Rekan-rekan mahasiswa Sekolah Pascasarjana, Program Studi Magister
Administrasi Publik, Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2016 di Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

8. Rekan-rekan kantor Inspektorat Kabupaten Bulungan, dan Ketua Tim Dyah
Astutik & Hisfarini HF, yang selalu memberikan masukan, semangat dan
mengingatkan penulis untuk terus focus menyelesaikan studi ini;

9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang banyak

| mér'nbann‘x penulis baik materiil maupun moril sehingga Tugas Akhir Program
Magister ini dapat diselesaikan.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau,

pepulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat kelemahan yang perlu

diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati

vii



43305.pdf

penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan
dan melengkapi kekurangan tersebut. Demikian penulisan Tugas Akhir Program
Pascasarjana ini, semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Tanjung Selor, 30 September 2017

Hery Yulianti

viii



43305.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :  Hery Yulianti
NIM 1 500894698
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Tempat / Tanggal Lahir : Marta Pura, 25 Agustus 1984

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SD Negeri 002 Tanjung Selor pada
Tahun 1998

Lulus SMP di MTs Negeri Tanjung Selor Tahun 2001

Lulus SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Selor pada
Tahun 2004

Lulus S1 di Universitas Mulawarman Samarinda pada
Tahun 2009 Jurusan [lmu Pemerintahan

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2010 diangkat sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Bulungan

- Tahun 2012 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil
pada Inspektorat Kabupaten Bulungan

- Tahun 2015 - sekarang diangkat dalam Jabatan
Fungsional Auditor sebagai Auditor Pertama di
Inspektorat Kabupaten Bulungan

Tanjung Selor, 30 September 2017

Hery Yulianti
NIM. 500894698



43305.pdf

DAFTARISI
Halaman

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK oottt e e e a st en e s avanans 1
ABSTRACT .ottt et e eeeeere e e v e s en e eneans ii
LEMBAR BEBAS PALGIAT ........ooiteteetereenrnerensesreeemssersssssssossssessssnssssssossesses iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM ......coerrrrreermrreeresnesessssenssssensssnsossasens iv
LEMBAR PENGESAHAN.......cooctrteierirtecrrsieessscesssescssemensassssssnssasessssensenssens v
KATA PENGANTAR  ....ioiiiiieiec et e eeanas ST vi
RIWAYATHIDUP  ...cooveeiiieeeeeeeeeereee e e e e r—— ix
DAFTARISE oot r e s e e e e e e e X
DAFTAR TABEL ...t rrnrensassnsessesssans st aesesssesensseassessmssessssnssssanes Xii
DAFTAR GAMBAR ...ttt et e v e s s xiii
DAFTAR LAMPIRAN .ottt tcr et ee e s v rrare s ea s s es xiv
BAB 1 PENDAHULUAN ......oieieeieteserseeesermssessssensssssmsssesssssnsns 1
A. Latar Belakang Masalah .......ccccoceetrveerereeceecec e reeeenerme st esennens 1
B. Perumusan Masalah ....ccoereeere e cetseeeae e s e 9
C.  Tujuan Penelitian ........c.coieeveeiceecrerciesenesssssenssesssneressesnenns 10
D. Manfaat Penelitian ........cccceervereninenicsserrrsncnessessesessnssssesessenes 10

BAB I TINJAUAN PUSTAKA.......cctmerceierneeencnsresesesssenacsesinisnarees 12

Al KAJIAN TEOM aneeteeeeeeereeeeeecerrees e seereessresessrsssessssssesrssarens 12

1. Konsep Evaluasi......ciiiirmcineriniierceeeressesereseesssasesssenes 12

2. Tujuan Evaluasi ..o ereeseseeeeenesranens 23

3. MOdel EVAIUASI .....coeeeeeeeeeeeieseneereeeeceersese e cssesesssssss e saeans 26

4. Fungsi EValuasi ......coceeeiveerieenre e es s sesensansens 28

5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Rekomendas1) ................ 29

B.  Penelitian Terdahultl........ccceetrecemiiecriceeeceesrsieeeee eveeecesnsseeseesene 32

C. Kerangka BerfiKir ....cccovceeneercrececeicnrneece e ceeeecvneennes JRUT 36

D.  Operasional KOnsep ... .o 39

BAB III METODE PENELITIAN........covieernineirnrecrenesssnssnssrsssssivernsrsesense 41
A. DesainPenelitian .........coovueneiiiiiiiiiciierr e 41

B. Instrumen Penelitian .......ccccovvieericcrccienrcceseccressrcesseseesesensesanesene 42

C. Prosedur Pengumpulan Data ......cccocoromiveinnniniceneie e 43

D. Lokasi Penelitian dan Sumber Informasi ........................... 45

E. Metode Analisis Data ......cociiiiriiniiiiiiiiiiii it e aees 48

BAB IV HASIL DANPEMBAHASAN.. ..ot cveneaeee e, 50



Deskripsi Objek Penelitian ...............coooeiiiviiiiiniiiininee e,
Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Bulungan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peyelesaian Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan
BPK di Kabupaten Bulungan .. . .

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Bulungan sebagai tim TLHP dalam meningkatkan
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPX ..................

BAB V  KESIMPULANDAN SARAN ...,
A. KESIMPULAN . caecccnenen e e e

B.

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN

SARAN ----------------------------------------------------------------

Xi

43305.pdf

50

39

59

114

126
126
132

. 133



No.

1.1

1.2

2.1

3.1

4.1

4.2

43305.pdf

DAFTAR TABEL
Nama Tabel Halaman
Tabel 1.1ttt et e a et e e eeaas 6
Tabel 2.1 e e e e e canens 19
Tabel 3.1 e et eaete e e 47
Tabel 4.1 oo e e s 61
Tabel 4.2 .o e e e 68
LT B S U 78

xXii



No.

2.1

Nama Gambar

Kerangka Berfikir

............................................................................

xiii

43305.pdf

Halaman



Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3

Lampiran 4.1

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara
Transkrip Wawancara
SK Tim

Struktur Organisasi

Xiv

43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf



43305.pdf

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objeck Penelitian
Gambaran Umum Tentang Inspektorat Kabupaten Bulungan

Inspektorat yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Inspektorat
Kabupaten Bulungan yang menjadi objek penelitian, sesuai dengan SK
Bulungan Nomor: 213/K-111/700/2016 tentang Tim Tindak Lanjut Atas
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuvangan Republik Indonesia
(BPK RI) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Satuan
Ketja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan. Inspektorat Kabupaten
Bulungan diberikan kewenangan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan (TLHP).

Lembaga teknis ini sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah
daerah dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten Bulungan. Inspektorat Kabupaten Bulungan merupakan
salah satu dari 37 (tiga puluh tujuh) Organisasi Pemerintah Daerah yang ada
di lingkungan Kabupaten Bulungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Inspektorat Kabupaten Bulungan mempunyai arti dan kedudukan strategis
yang sangat penting, yaitu sebagai lembaga teknis bidang pengawasan dan
termasuk diberikan kewenangan sebagai koordinator dan sekretariat dalam
menghimpun tindak lanjut rekomendasi BPK. yang ada di SKPD-SKPD di

kabupaten Bulungan dan melaporkan kepada kantor perwakilan BPK.

50
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Disamping tugas utama nya sebagai lembaga pengawas insternal, saat
ini terdapat perubahan paradigma bahwa Inspektorat daerah (termasuk
Inspektorat Kabupaten Bulungan) juga mempunyai fungsi sebagai “Quality
Assurance” atau penjamin kualitas dan fuhgsi “Consultant”, yaitu sebagai
konsultan bagi Organisasi Pemerintah Daerah dalam
| melaksanakan/mengelola kegiatan/keuangan,

Dengan adanya paradigma baru tersebut, Inspektorat Kabupaten
Bulungan dapat dijadikan sebagai alat Pemeﬁﬁtah Kabupaten Bulungan untuk
mendorong terwujudnya “Good Governance dan Clean Government”.

a. Dasar Pembentukan

Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagai Unsur pelaksana Pemerintah
Daerah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah di Kabupaten Bulungan, dengan nama Badan Pengawas
Daerah. Kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan,
Badan Pengawas Daerah dirubah dengan nama Inspektorat.

Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2012 telah diganti dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan. Namun
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untuk Inspektorat tidak terdapat perubahan nama, hanya sedikit perubahan
pada struktur organisasi.
. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
Kabupaten Bulungan, maka ditetapkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor
35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah tipe A yang
terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian dan paling
banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu yang masing-masing membawahi
kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten
Bulungan sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun
2016 dalam bentuk bagan (Lampiran 4.1).

. Visi, Misi dan Tujuan

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten
Bulungan dalam rangka pencapaian visi “Terwujudnya aparatur
Inspektorat yaﬁg profesional dalam menciptakan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan b_ertanggung jawa » 'Secz_zrrar konkret upaya-
upaya yang dilakukan c->leh Inspektorat dalam mencapai visinya
dirumuskan dalam 4 (empat) misi yaitu :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Bidaqg
Pengawasan,

2) Mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bulungan;
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3) Mendorong berfungsinya pengawasan melekat dalam SKPD
Pemerintah Kabupaten Bulungan; dan
4) Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten
Bulungan mempunyai tujuan sebagai berikut :
1) Menciptakan aparatur pengawas Inspektorat yang profesioanl dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
2) Meningkatkan peran Inspektorat dalam mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolosi dan Nepotisme),

. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Bulungan mempunyai tugas membantu Bupati
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Inspektorat
Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Bupati;

4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5) Pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
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6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing bagian Inspektorat Kabupaten
Bulungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :

1) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam
melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang
meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program,
pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umum,
perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a) Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan
serta pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
b) Penyusunan perencanaan program, keuangan pengendalian serta
evaluasi dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat;
¢) Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, umum,
perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian
Inspektorat; |
d) Penghimpun dan pengelola laporan hasil
pengawasan/pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan,
pemuktahiran data hasil pemeriksaan serta menyusun laporan

bulanan, tengah tahunan dan tahunan;
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e) Penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan
teknis pengawasan/pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan,
tindak lanjut hasil pemeriksaan serta penanganan audit investigasi
pengaduan masyarakat;

f) Penyusunan bahan dan data dalam pengelolaan, pembinaan,
penilaian aparat administratif dan fungsional; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai
denngan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuvangan mempunyai tugas
mengkoordinasikan, menyusun dan  mempersiapkan  administrasi
perencanaan program dan kegiatan tahunan, mengelola urusan kenangan dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub  Bagian Evalvasi dan Pelaporan mempunyai tugas
mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi evaluasi
dan pelaporan hasil pengawasan atau pemeriksaan meliputi laporan bulanan,
tengah tahunan dan tahunan, mengevaluasi laporan kinerja Perangkat Daerah
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan éleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan tindak lanjut ilasil pemeriksaan BPK,

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan diberikan tugas untuk menghimpun dan

mendata temuan-temuan BPK dan memfasilitasi setiap SKPD-SKPD dalam

hal melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola
surat menyurat dan kearsipan, melaksanakan inventarisasi barang dan
kekayaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan
tugas umum lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, TIT dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan, menyusun
dan mengkoordinasikan, pembinaan serta melaksanakan pengawasan
dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kecamatan dan kelurahan/desa di masing-masing wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah 1, II,
IlI dan IV menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas
pengawasan/ pemeriksaan di wilayah;

b) Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan di wilayah;

c) Pelaksanaan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas
pengawasan/ pemeriksaan di wilayah;

d) Pengeloldan tugas dan. fungsi, keuangan barang, kepegawaian
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah‘;

e) Penyelenggaraan pemerintah desa;

f) Reviu rencana kerja anggaran;

g) Reviu laporan keuangan;

h) Reviu laporan kinerja SKPD kinerja pemerintah;
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i) Evaluasi sistem pengendalian internal;

j) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

k) Pemeriksaan terpadu;

1) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi:

m) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance,
clean goverment dan pelayanan publik;

n) Penyusunan peraturan perundangan — undangan bidang
pengawasan;

0) Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;

p) Koordinasi program pengawasan;

q) Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

r) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

s) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

t) Meneliti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh aparat
pengawas atau pemeriksa (Auditor/P2UPD), sesuai bidang
tugasnya serta menyampaikan kepada pihak yang terkait melalui
Sekeretariat;

u) Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan kepada Auditor
/P2UPD; dan

v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas
dan fungsinya.

6) Kelompok Jabatan Fungsional
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Kelompok jabatan fungsional dibentuk untuk melaksanakan fungsi
pengawasan/pemeriksaan sesuai bidang tugasnya, dengan uraian tugas
sebagai berikut :

a) Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b) Melaksanakan Reviuw Rencana Kelja Anggaran;

¢) Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan;

d) Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja SKPD Pemerintah;

¢) Melaksanakan Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;

f) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

g) Melaksanakan pemeriksaan terpadu;

h) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

i) Melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju
good governance, clean government dan pelayanan public;

J) Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang
pengawasan;

k) Melaksanakan penyusunan pedoman/ standar di bidang
pengawasan;

) Melaksanakan koordinasi program pengawasan;

m) Melaksanakan pemeriksaan hibah/bantuan social; dan

n) Melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi Tugas
Pembantuan dan Alokasi Dana Desa.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan teknis yang
secara langsung melaksanakan tugas pokok Inspektorat yaitu

pengawasan. Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten
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Bulungan ada dua yaitu Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Jabatan Fungsional
Auditor (JFA berada di bawah pembinaan Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), sedangkan Pejabat Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah (P2UPD) berada di bawah pembinaan Kementrian
Dalam Negeri.

Kaitannya dengan penelitian ini, Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut BPK, sebagai Tim TLHP Sub Bagian Evalvasi dan
Pelaporan yang bertindak sebagai sekretariat dalam Surat Keputusan
Bupati tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan program penyelesaian
tindak  lanjut sampai dengan membuat laporan bulanan dan

melakukan pembahasan rekomendasi serta penyelesaiannya.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK oleh tim
TLHP di Kabupaten Bulungan
Penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yaitu
melakukan evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di
Kabupaten Bulungan dari tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan
melaksanakan wawancara dengan sumber informasi yang telah
direncanakan (lihat tabel 3.1, hal 35)
Pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan mengacu pada teori
yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu teori

dari Dunn (2003:610), bahwa untuk melakukan evaluasi penyelesaian
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tindak lanjut rekomendasi dengan menggunakan kriteria/indikator
| efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.
a. Efektivitas
Efektivitas menurut Dunn (2003:610) yaitu apakah hasil yang
diinginkan telah tercapai sesuai dengan target waktu yang telah
ditentukan sebelumnya. Dikaitkan dengan penelitian ini, ukuran
efektivitas dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK
apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan target
| waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Hasil penelitian di lapangan didapatkan kondisi bahwa
! rekomendasi yang diberikan oleh BPK ada dua jenis, yaitu
rekomendasi yang sifatnya administrasi dan pemulihan ke kas daerah.
Rekomendasi yang sifatnya administrasi adalah rekomendasi atas
temuan yang disebabkan karena adanya kelemahan sistem
pengendalian intern, sedangkan rekomendasi yang harus melakukan
pemulihan ke kas daerah adalah rekomendasi atas temuan yang
disebabkan karena ketidakpatuhan tehadap peraturan perundang-
undangan.

Batas waktu penyelesaian tindak lanjut = rekomendasi BPK
sesuai aturan adalah 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterbitkan. Sementara dari hasil rekap pényelesaian
tindak lanjut rekomendasi BPK dari tahun 2013, 2014 dan 2015

didapatkan data sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2013 s.d.
Tahun 2015
JUMLAH TINDAK LANJUT BELUM
DITINDAK
JUMLAH JUMLAH
NO | TAHUN | TeriaN | REKOMENDASI LANIUTI
<60 hr 60hr-11th th th 3 th)

1 2013 16 41 20 1 4 6
2 2014 16 48 14 20 6 2 6
3 2015 9 22 10 3 7 2

Sumber Data: Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP 2014 -2016 (Diolah : 2016)
Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2013 terdapat 41

(empat puluh satu) rekomendasi, namun yang ditindakianjuti dalam
kurun waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun hanya 20
(dua puluh) tindak lanjut, pada kurun waktu antara 1 (satu) tahun
sampai dengan 2 (dua) tahun hanya 11 (sebelas) rekomendasi dan
pada kurun waktu 2 (dva) sampai 3 (tiga) tahun hanya 4 (empat)
rekomendasi yang ditindak lanjuti, dan pada akhir tahun 2016 masih
| terdapat 6 (enam) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
1 Tahun 2014 dari hasil pemeriksaan BPK terdapat 16 (enam
‘ belas) temuan dan untuk menghilangkan temuan tersebut, BPK
memberikan 48 (empat puluh delapan) rekomendasi yang harus
ditindaklanjuti. Dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari hanya 14
(empat belas) tindak lanjut, kurun waktu 60 (enam puluh) hari sampai
dengan 1 (satu) tahun 20 (dua puluh) rekomendasi yang ditindak
lanjuti.

Kurun waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun

hanya 6 (enam) rekomendasi, dan pada kurun waktu 2 (dua) sampai 3
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(tiga) tahun 2 (dua) rekomendasi yang ditindak lanjuti, Sama dengan
tindak lanjut pada tahun 2013 diatas, tindak lanjut tahun 2014 juga
masih terdapat 6 (enam) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
sampati dengan 2016.

Data diatas juga menyajikan pada tahun 2015, BPK memberikan
22 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, guna memperbaiki
jalannya sistem pemerintah daerah. Namun tidak jauh berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya rekomendasi yang diberikan belum
tuntas ditindaklanjuti. Dari data tersebut pada kurun waktu 60 (enam
puluh) hari hanya 10 (sepuluh) tindak lanjut, kurun waktu 60 (enam
pulub) hari sampai dengan 1 (satu) tahun 3 (tiga) rekomendasi yang
ditindak lanjuti. Kurun waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2
(dua) tahun hanya 7 (tujuh) rekomendasi dan sampai akhir tahun
2015 masih terdapat 2 {dua) rekomendasi yang masih belum ditindak
lanjuti.

Dari uraian diatas, rekomendasi belum tindaklanjut sesuai
dengan target waktu yang telah ditetapkan, bahwa sejak laporan hasil
pemeriksaan. diterima rekomendasi yang diberikan harus di tanggapi
dan ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari, atau
dikatakan tidak efektif.

Untuk mengetahui tindak lanjut, apakah hasil yang diinginkan
efektif, penulis menggali informasi dari beberapa informan yang
telah penulis tetapkan. Adapun hasil wawancara dilingkungan

Inspektorat dinyatakan bahwa penyelesaian tindak lanjut belum
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sepenubnya berhasil, sebagaimana yang tersirat hasil wawancara
dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan yang menyatakan
bahwa :

“prosentase penyelesaian tindak lanjut selama ini paling
tinggi 85,63%”. (Wawancara, Rabu tanggal 21 Desember
2016).

Pernyataan yang disampaikan oleh Inspektur Inspektorat
Kabupaten Bulungan sejalan dengan data yang dihimpun oleh penulis
bahwa untuk rekomendasi BPK yang belum ditindak lanjuti pada
tahun 2013 sejumlah 6 (enam) rekomendasi, tahun 2014 sejumlah 6
(enam) rekomendasi dan pada tahun 2015 sejumlah 2 (dua)
rekomendasi yang belum ditindak lanjuti.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris
Inspektorat Kabupaten Bulungan, belau juga termasuk dalam tim
TLHP yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan,

yang menyatakan bahwa:

“selama saya masuk dalam Tim TLHP belum pernah
dalam 60 hari penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
100%”. (Wawancara, Selasa, tanggal 17 Januari 2017).

Berdasarkan pemyataan tersebut dan dengan dukungan data
yang ada, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi belum sesuai
dengan target waktu yang telah ditentukan. Hal ini diperkuat dengan
pemyataan dari Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bulungan

selaku anggota dari TLHP dan sebagai tim teknis yang melaksanakan

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, menyatakan bahwa :
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“belum sesuai ketentuan harusnya LHP yang ferbit setiap
tahun dari BPK , dalam waktu 60 hari sudah harus 100%
ditindaklanjuti. Namun berdasarkan matriks pemantauan
tindak lanjut setiap semester belum pernah untuk temuan
pada tahun bersanghutan 100% ditindaklanjuti, sehingga
terus terakumulasi sampai dengan saat ini.. (Wawancara,
Sélasa, tanggal 31 Januari 2017).

Pendapat yang dikemukakan oleh Inspektur Inspektorat,
Sekretaris Inspektorat dan Auditor, menunjukkan bahwa pelaksanaan
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK telah terlaksana, namun
ada beberapa rekomendasi yang belum di tindaklanjuti. Hal ini terkait ‘
dengan satuan perangkat daerah yang belum mampu-menyelesaikan
tindak lanjut rekomendasi. Satwan perangkat daerah yang
menyelenggarakan program pemerintah daerah dan sebagai obyek
pemeriksaan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan kinerjanya. Dalam hal ini jika terdapat temuan dan
rekomendasi pimpinan satuan atau SKPD wajib menindaklanjuti
secara konsisten dan bertanggung jawab sampai tuntas. Rekomendasi
yang diberikan BPK ada dua jenis, yaitu rekomendasi yang sifatnya
administrasi dan pemulihan ke kas daerah, dua jenis ini mendapat
perlakuan tindak lanjut yang berbeda. Rekomendasi yang sifatnya
administrasi biasanya lebih mudah ditindaklanjuti dari pada
| rekomendasi yang bersifat pemulihan ke kas daerah. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bulungan yaitu:

“Belum, karena hkami kesulitan untuk menindaklanjuti
yang sifatnya pemulihan ke kas daerah. Pihak ketiga sulit
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dihubungi, bahkan kadang ada yang sudah tidak jelas
domisilinya.”. (Wawancara, Kamis, tanggal 29 Desember
2016).

Terdapat kendala-kendala dalam penyelesaian tindaklanjut ini,
sebagaimana yang tersirat dari hasil wawancara diatas yakni untuk
rekomendasi yang sifatnya pemulihan ke kas daerah sulit di
selesaikan karena pihak ketiga yang tidak jelas domisilinya, sehingga
menghambat pelaksanaannya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan:

“Belum, karena kami mengalami banyak kendala,
misalnya banyak pihak ketiga yang telah tidak aktif lagi®.
(Wawancara, Kamis, tanggal 22 Desember 2016).

Kepala Dinas BPKAD juga mengungkapkan bahwa tidak semua
rekomendasi bisa ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari,

adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“belum, karena tidak semua rekomendasi bisa kami tindak
lanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah LHP
diterbitkan”. (Wawancara, Senin, tanggal 9 Januari 2017).

BPKAD sebagai SKPD yang utama dalam pemeriksaan BPK
juga tidak bisa memenuhi target yakni menindaklanjuti rekomendasi
dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Tindak lanjut rekomendasi ini sangat penting untuk perbaikan,

sebab tindak lanjut menurut Akmal (2006) didefeiniskan sebagai

suatu proses untuk menentukan kecukupan, kefektifan dan ketepatan
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waktu dan tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap
rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

Tindak lanjut rekomendasi adalah upaya perbaikan yang harus
dilakukan oleh SKPD, tanggungjawab ini bukan hanya pada level
pimpinan tapi seluruh staf SKPD.

Arikunto Suharsimi dan Abdul Jabar (2004:14) bahwa evaluasi
program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai,
tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian ini menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan pada
dasarnya harus menjelaskan seberapa  jauh kebijakan dan
implementasinya telah dapat mencapai tujuan. Evaluasi merupakan
salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan, evaluasi adalah suatu
cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan
dengan baik atau tidak.

Dari hasil uraian diatas, evaluasi dari indikator efektivitas dalam
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK belum memadai, hal ini
dilihat dari tidak selesainya atau terlambatnya penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi BPK. Pada akhirnya ini dapat mempengaruhi
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Khusus laporan hasil
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK yang akan berpengaruh
pada opini terbadap laporan keuangan pemerintah daerah dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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b. Efisiensi

Menurut Dunn (2003:610) indikator yang digunakan dalam
evaluasi yakni efisiensi. Efisiensi yaitu apakah tujuan yang dicapai
dalam pelaksanaan program tersebut menggunakan sumber daya
secara optimal.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, sumber daya manusia
yang terlibat dalam penyelesaian tindak lanjut selain dari masing-
masing SKPD terkait rekomendasi juga dibentuk Tim Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaaan atau Tim TLHP. Setiap tahun Tim TLHP
ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, yang terdiri dari tim
kepanitiaan dan tim teknis. Adapun struktur Surat Keputusannya
dapat diiihat di lampiran.

Dari struktur organisasi ini terlihat bahwa organisasi gemuk
pada lini atas dari pada staf sekretariat hanya 8 (delapan) orang yang
secara teknis bekerja menghimpun temuan dan mendata rekomendasi
serta membuat laporan tindak lanjut setiap bulan serta semester ke
kantor Perwakilan BPK.

Tugaé dari Tim TLHP adalah bertugas membantu Bupati dalam
menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Negara dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten
Bulungan. Dalam pelaksanaan tugasnnya tim sebagaimana dimaksud
wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten

Bulungan. Seharusnya tugas seluruh struktur ini sama membantu
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Bupati dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK, bukan
hanya bagian sekretariat.

Penulis mencermati, Bupati Bulungan dalam setiap tahunnya
menerbitkan Surat Keputusan tentang TLHP adapun penulis
mengambil sample surat keputusan dari tahun 2013, 2014, 2015 dan
2016. Isi surat keputusan tersebut jumlah tim TLHP setiap tahunnya
berubah antara jumlah kepanitiaan organisasi lini atas dan sekretariat
yang berarti tim teknis, jumlah keduanya ini akan berpengaruh pada

prosentase akumulasi penyelesaian tindak lanjut. Sebagaimana yang

tersaji dalam tabel berikut ini.
| Tabel 4.2
|
Jumlah Tim TLHP
JUMLAH TIM TLHP AKUMULAS!
NO TAHUN PENYELESAIAN
KEPANITIAAN TIM TEKNIS TINDAK LANJUT
1 2013 28 4 65%
2 2014 26 6 75%
3 2015 25 7 85.59%
4 2016 24 8 85.69%

Sumber Data : Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP 2014 - 2016 (Diolah :

‘ 43305.pdf
|
2017) |

Dalam data tersebut diatas tersaji jumlah tim TLHP berdasarkan
Surat Keputusan Bupati pada setiap tahunnya berbeda sejak tahun
2013 s.d. tahun 2016. Dalam Surat Keputusan itu terdapat 2 (dua)

struktur tingkatan yakni organisasi lini atas dan sekretariat yang

secara operasional bekerja sebagai tim teknis. Jumlah kepanitiaan
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setiap tahunnya selalu gemuk pada perangkat organisasi lini atas
dibandingkan dengan tim teknis yang secara operasional bekerja di
lapangan untuk menghimpun data dan termasuk menyampaikan
rekomendasi kepada obyek pemeriksaan, kemudian tim teknis yang
terus aktif memproses jalannya tindak lanjut.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 jumlah
kepanitiaan antara 28:4 yang kemudian prosentasi penyelesaian
tindak lanjut pada tahun tersebut mencapai 65 % saja. Pada tahun
2014 jumlah kepanitiaan antara 26:6 yang kemudian prosentasi
penyelesaian tindak lanjut mencapai 75%, dan pada tahun 2015
jumlah kepanitiaan antara 25:7 yang kemudian menghasilkan
prosentasi penyelesaian tindak lanjut mencapai 85.69%. Kemudian
pada tahun 2016 jumlah kepanitiaan antara 24:8 yang kemudian
menghasilkan prosentasi penyelesaian tindak lanjut mencapai
85.69%.

Dari uraian tersebut jelas terdapat perbandingan antara jumlah
kepanitiaan organisasi lini atas dan tim teknis yang bekerja, semakin
banyak anggota tim teknis yang bekerja maka akan berpengaruh pada
prosentasi pencapaian penyelesaian tindak lanjut semakin tinggi.
Sebab jumlah tim teknis yang bekerja secara Ope;'asional bertambabh,
sehingga secara langsung akan berpengaruh pada pencapaian hasil
kinerjanya.

Untuk memperkuat hasil penelitian, penulis melakukan

wawancara dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan,
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berkaitan dengan efisien atau tidak pelaksanaan penyelesaian tindak
| lanjut ini, dengan melihat seberapa optimal sumber daya yang

digunakan untuk mencapai tujuan, menyatakan yaitu;

“Yang tepat menangani masalah tindak lanjut adalah Tim

TLHP dan khusunya SKPD. Dari Tim TLHP kurang

optimal karena yang banyak bekerja hanya anggota dari |
Inspektorat Kabupaten Bulungan. Untuk SKPD yang |
langsung mempunyai kewajiban tidak terlalu responsif™.

(Wawancara, Rabu, tanggal 21 Desember 2016).

Menurut apa yang disampaikan pak Inspektur bahwa tim TLHP
bekerja kurang optimal, karepa yang bekerja hanya anggota dari
Inspektorat saja sebagai tim teknis. Sedangkan untuk SKPD yang
menjadi obyek pemeriksaan dan yang mempunyai kewajiban tidak
terlalu responsive, yang akhirnya penyelesaian tindak lanjut tidak
tindak tuntas.

Kondisi yang terjadi ini terus berulang setiap tahunnya, sulit
sekali bagi obyek pemeriksaan yang harus melaksanakan
rekomendasi dan menyampaikan bukti rekomendasi secara tepat
waktu ke Inspektorat masih sangat rendah, pada akhirnya akan
berdampak pada presentasi tindak lanjut yang rendah.

Sejalan dengan hal ini, ber&asa.rkan wawancara dengan
Sekretaris Inspektorat mengenai optimal tidak sumber daya yang

digunakan untuk mencapai tujuan yaitu:

“menurut saya tidak, karena selama ini yang lebih
berperan aktif adalah tim TLHP yang di Inspektorat
saja”. (Wawancara, Selasa, tanggal 17 Januari 2017).
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Senada dengan yang disampikan oleh inspektur bahwa seluruh
tim TLHP belum berperan aktif secara optimal, hanya tim TLHP dari.
Inspektorat saja yang berperan aktif. Sedangkan dalam surat
keputusan Bupati jelas mereka memiliki tugas yang sama untuk
menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Jika dilihat secara
kepanitiaan pada tahun 2016 bagian lini atas dan sekretariat
berbanding 24:8 (dua puluh empat banding delapan) jumlah ini tidak
imbang, namun jika seluruh tim bergabung dan secara bersama-sama
bekerja menyelesaikan tindak lanjut mungkin akan berdampak lebih
baik.

Tim dalam surat keputusan ini diberikan honorarium yang
dibayarkan setiap 3(tiga) bulan, sebab tim mengerjakan pekerjaan
tambahan selain dari tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat yang
embannya. Daerah telah memperhatikan kesejahteraan dari tim ini,
dengan harapan dapat mampu menyelesaikan tindak lanjut
rekomendasi sesuai dengan peruraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bulungan juga
berpendapat bahwa tim belum berperan secara optimal. Untuk itu
harus ada perubahan struktur kepanitiaan agar sumber daya tim TLHP
lebih optimal, yakni dengan perubahan yang harusnya berisi lebih
banyak tim teknis yang bekerja dari pada struktur jabatan, adapun

hasil wawancaranya sebagai berikut:

“kurang optimal, karena tim teknis yang terlibat
terbatas. Seharusnya dalam findak lanjut banyak
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melibatkan Auditor selaku pemeriksa, sehingga lebih
bisa memberikan pendampingan kepada SKPD untuk
menindaklanjuti rekomendasi” (Wawancara, Selasa,
tanggal 31 Januari 2017).

Perubahan stuktur kepanitiaan dianggap sebagai jalan keluar
untuk optimalnya sumber daya dari tim TLHP, Auditor Inspektorat
sebagai tim teknis telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan
yang mempuni untuk membantu tim TLHP. Sebab sebagai Auditor
secara Kkeseharian telah bekerja dan membuat temuan dan
rekomendasi, sehingga jika masuk ke SKPD yang menjadi objek
pemeriksaannya akan lebih mudah memberikan masukan dan bantuan
dalam TLHP.

Peran Auditor ini akan memberikan sumbangan tenaga sebagai
tim teknis, seperti istilah “jemput bola” auditor yang datang ke SKPD
dapat menanyakan langsung status tindak lanjut rekomendasi yang
dimilikinya, dan biasanya pejabat yang sedang diperiksa akan merasa
terbantu dengan berkonsultasi secara langsung akan memberikan
jalan keluar pada rekomendasi yang betum ditindak lanjuti.

Kenapa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi tidak dapat
terlaksana secara 100%, kurang optimalnya sumber daya yang ada tim
rﬁemi]iki andil sebagaimana penjelasan di atas. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Il.lspektur Inspektotat sebagai koordinator tindak
lanjut rekomendasi apa upaya yang dilakukan Inspektorat selaku tim

TLHP agar optimalnya dalam menyelesaikan tindak lanjut

rekomendasi.
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“tim TLHP yang ada di Inspektorat terus secara aktif
melakukan pemanggilan, memberikan surat kepada yang
terkait rekomendasi, atau bisa dikatakan jemput bola ke
SKPD terkait” (Wawancara, Rabu, tanggal 21 Desember
2016).

Sejalan dengan penjelasan diatas “jemput bola” harus dilakukan
sebab SKPD terkait rekomendasi belum secara aktif menindaklanjuti
rekomendasi, mungkin karena lalai atau sering terjadinya mutasi.
Pejabat yang lama belum mampu menyelesaikan dan pejabat baru
belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk itu peran
Inspektorat terus secara aktif melakukan pemanggilan dan
memberikan surat agar SKPD terkait secara langsung terus diingatkan
akan tanggung jawabnya dan memberikan informasi kepada pejabat
yang baru di SKPD terkait untuk menyelesaikan rekomendasi,
sebagaimana yang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 15
tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Kenangan Negara pasal 20 ayat (3) jawaban atau penjelasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampikan kepada BPK
selambat-tambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterima.

Dalam aturan tersebut sangat jelas, setiap rekomendasi yang
dikeluarkan oleh BPK harus diberikan jawaban atau penjelasan agar
tindak lanjut terlaksana dengan tepat waktu, semakin lambat
penanganan rekomendasi secara langsung akan berpengardh kepada

kredibilitas dan keseriusan daerah dalam mempertanggungjawabkan

kegagalan dalam pengelolaan keuangan negara yang dipercayakan.
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Terutama untuk temuan yang tidak patuh pada peraturan perundang-
udangan yang berlaku dan pemulihan kas daerah. Selama ini SKPD
terkait terkesan abai terhadap rekomendasi yang ada sehingga
rekomendasi yang lalu yang belum selesai akan terakumulasi dengan
rekomendasi yang baru.
‘ Pembiaran yang terus menerus akan berdampak pada penilaian
BPK terhadap kinerja Bupati yang dianggap tidak serius menangani
dan menyelesaikan rekomendasi yang diberikan.
Berkaitan dengan hal ini, menurut Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Bulungan upaya apa yang dilakukan Inspektorat selaku

ttm TLHP agar optimal dalam menyelesaikan tindak lanjut yaitu:

“Melakukan rekonsiliasi pembahasan tindak lanjut
dengan SKPD terkait temuan yang dipimpin olch
minimal Asisten III” (Wawancara, Selasa, tanggal 17
Januari 2017).

Pembahasan tindak lanjut dengan SKPD terkait temuan dan
rekomendasi perlu dilakukan, rekonsiliasi pembahasan tindak lanjut
adalah forum pertemuan antara SKPD terkait dan Inspektorat, dimana
temuan tersebut dijelaskan kepada SKPD bagain;ana_ cara
menindaklénjutinya. Sebab ada beberapa SKPD yang salah
menindaklanjuti rekomendasi sehingga rekomendasi tersebut tidak
diterima oleh BPK.

| Rekonsiliasi pembahasan merupakan kesempatan yang

diberikan Inspektorat terhadap SKPD terkait untuk melakukan

komunikasi secara langsung untuk menanyakan apa kendala kenapa




43305.pdf

75

belum ditindaklanjuti dan bagaimana penyelesaiannya agar
rekomendasi tersebut selesai.

Harusnya rekonsialisasi di pimpin oleh Bupati atau Wakil
Bupati kemudian Sekretaris Daerah, namun rekonsiliasi harus di
pimpin minimal oleh Asisten III, sebab jika tidak begitu masih saja
ada SKPD yang abai untuk mengikuti rekonsiliasi pembahasan, jika
peserta SKPD terkait yang ikut pembahasan tidak maksimal maka
tindak lanjut rekomendasi juga tidak akan maksimal. Hal ini akan
berakibat pada penilaian kinerja Bupati akan menurun, sebab tindak
lanjut rekomendasi merupakan upaya perbaikan dari _kesalahan-
kesalahan yang dilakukan oleh SKPD terkait temuan. Semakin tinggi
persentase tindak lanjut maka akan semakin tinggi juga perbaikan
yang dilakukan oleh SKPD terkait maka penilaian kinerja Bupati juga

akan meningkat.

“sebenanrnya dijadwalkan setiap semester satu kali,
namun karena keterbatasan pejabat-pejabat yang
terlibat dalam tim TLHP, untuk tahun 2015 sekali
bahkan untuk tahun 2016 tidak dilakukan” (Wawancara,
Selasa, tanggal 17 Januari 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh Sekretaris Inspektorat, jadwal
rekonsiliasi pembahasan harusnya setiap semester pertahum'lya,
namun dalam pelaksanaanya tidak dapat dilaksanakn karena
keterbatasan pejabat-pejabat yang terlibat dalam tim TLHP.
Banyaknya tugas yang harus dilaksankan oleh pejabat, membuat
jadwal rekonsiliasi jadi terhambat. Sejatinya agenda ini tidak kalah

pentingnya dengan kepgiatan lain, sebab berkaitan langsung dengan
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kredibilitas Bupati. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari setiap
pejabat yang terkait dengan tindak lanjut rekomendasi.

Dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian tindak lanjut
pemerintah Kabupaten Bulungan dalam proses penyelesaian TLHP
yakni dengan membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi (TPTGR). Majelis
pertimbangan TPTGR ini secara langsung membantu tugas Tim
TLHP, karena tujI‘Jan dibentuknya majelis ini untuk menyelamatkan
kerugian keuangan daerah yang terdapat dalam temuan dan
rekomendasi yang diperoleh dari hasil pengawasan yang diakibatkan
dari kelalain pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan yang ada. Tim Pertimbangan TPTGR ini dibantu oleh tim
sekretariat majelis pertimbangan TPTGR dalam menangani
administrasi dan kesekretariatan. |

Majelis pertimbangan TPTGR dalam penyelesian kerugian
daerah, antara lain menetapkan temuan yang terbukti menimbulkan
kerugian daerah melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh
kepala daerah. Dalam hal ini majelis juga menyusun t:km's penagihan
kepada individu-individu yang telah  ditetapkan  melakukan
pelanggaran. Tugas dari Majelis Pertimbangan TPTGR yakni dengan
mengajukan usul penghapusan temuan rekomendasi yang sudah tidak

dapat di tidaklanjuti.
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Namun dalam pelaksanaanya majelis pertimﬁangan TPTGR ini
belum berperan secara optimal untuk seluruh penyelesaian
rekomendasi, yang secara langsung akan membantu tugas tim TLHP.

Berdasarkan uraian diatas, efisiensi yang melihat apakah tujuan
yang dicapai dalam pelaksanaan tindak lanjut telah di dukung oleh
sumber daya yang optimal. Hal ini pelaksanaan TLHP tidak efisien,
sehingga dari hasil wawancara, .nara sﬁmber dan analisis penulis
diketahui bahwa sumber daya yang ada dalam tim TLHP belum
bekerja secara optimal. Struktur kepanitiaan dalam surat keputusan
Bupati tersebut gemuk di hm atas sedangkan tim teknis yang bekerja
sangat minim, sehingga berpengaruh pada presentasi penyelesaian
tindak lanjut hasil rekomendasi BPK, kemudian peran majelis
TPTGR harus dikuatkan dan lebih diaktifkan untuk mempercepat
proses penyelesaian rekomendasi.

Untuk itu perlu adanya evaluasi- dari susunan surat keputusan
Bupati tersebut. Sejalan dengan teori Evaluasi menurut Anderson
(dalam Arikunto, 2006:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses
menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang
direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuah. Evatuasi
merupakan gambaran nyata yang telah terlaksana selanjutnya akan
diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak dalam
pelaksanaanya, jika tidak berhasil kedepannya di rumuskan upaya

perbaikan dan penyesuaian agar kegiatan tersebut dapat berhasil.
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Perubahan struktur-kcpanitiaan dalam surat keputusan Bupati
merupakan hasil evaluasi dari surat keputusan Bupati. Adapun hasil
evaluasinya yakni dengan memasukkan para Auditor Inspektorat
Kabupaten dalam surat keputusan Bupati Bulungan kedepannya,
dengan melibatkan para Auditor Inspektorat dan diperkuatnya peran

majelis TPTGR diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian

tindak lanjut rekomendasi.
c. Kecukupan
Kecukupan yang dimaksud dalam teori Dunn (2003:610) yaitu
apakah hasil yang dicapai telah memenuhi kebutuhan, seberapa jauh
pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Hasil
penelitian yang penulis lakukan, pencapaian hasil atas penyelesaian
tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bulungan digambarkan dalam
bentuk tabel di bawah ini :
Tabel 4.3
Prosentase Tindak Lanjut
PROSENT
PROSENTASE TINDAK LANJUT ASE
YANG
‘ JUMLAH BELUM
No | TaHUN | JOMLAU | REKOMEND . _ DITINDA
' ASI | <eohr | 6Ohr-1th | 1th-2eh | 277 K
, LANJUTI
S.D. 2016
: (>3 th)
2013 16 41 - 48.78 26.83 9.76 14.63
2 | 2014 16 48 20.17 4167 12.50 417 12.50
3 2015 9 2 45.45 13.64 31.82 - 9.09

Sumber Data : Rekapitnlasi Hasil Pemantauan TLHP 2014 - 2016 (Diolah :

2016)
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Daﬁ tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2013 jumlah
rekomendasi yang diberikan 41 (empat puluh satu), namun prosentase
tindak lanjut pada kurun waktu antara 60 (enam puluh) hari sampai
dengan 1 (satu tahun) hanya 48.78% (empat puluh delapan koma
tujuh puluh delapan) yang ditindak lanjuti, pada kurun waktu antara 1
(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun yang tindak lanjuti hanya
26.83% (dua puluh enam koma delapan puluh tiga). Tindak lanjut
yang dile;ksanakan pada kurun waktu antara 2 (dua) tahun samapi
dengan 3 (tiga) tahun hanya 9.76% (Sembilan koma tujuh puluh
enam). Dan tindak lanjut tahun 2013, prosentase yang belum
ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2016 sebesar 14.63% (empat
belas koma enam puluh tiga).

Begitu juga untuk tahun 2014 masih terdapat prosentase yang
belum ditindak lanjuti sampai dengan tahun 2016 sebesar 12.50 %
(dua belas koma lima puluh persen), pada tahun 2015 yang belum
ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar 9.09 %
(Sembilan koma Sembilan persen). Nilai 1m masth jauh dari angka
100% (seratus persen) yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan
yang berlaku.

BPK setiap tahun akan memeriksa laporan keuangan yang
disusun oleh pemerintah daerah, setiap tahun BPK akan
mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berisi
rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindak lanjuti. Uraian diatas

menggambarkan bahwa setiap tahun dari 2013, 2014, 2015 sampai
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dengan 2016 dalam setiap tahunnya masih terdapat rekomendasi-
rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Jika rekomendasi ini belum
selesai maka setiap rekomendasi akan terakumulasi setiap tahunnya.
Dz;ri hasil wawancara dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten
Bulungan, bahwa seberapa jauh pencapaian hasil penyelesaian tindak

lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Bulungan yaitu:

“mulai tahun 2014 sebenarnya tindak lanjut telah banyak
mengalami peningkatan meskipun tidak bisa 100%”
(Wawancara, Jumat, tanggal 23 Desember 2016).

Progress yang diharapkan telah kelihatan walaupun masih jauh
dari target yang telah ditentukan. Permasalahan yang dihadapi bukan
hanya dari Inspektorat sebagai koordinator yang tidak melaksanakan
pembahasan misalnya, namun permasalahan yang dihadapi SKPD
terkait yang menganggap tindak lanjut dapat di tunda dan tidak ada
sanksi yang tegas yang membuat SKPD terkait dengan rekomendasi
terkesan santai dalam menindaklanjuti.

Masalah yang dibadapi oleh SKPD terkait ini kompleks, dari
internal SKPD tersebut dan juga pihak ketiga yang menjadi rekanan
untuk bekerja sama dengan SKPD tersebut dalam penyelenggaraan
kegiatan. Pihak ketiga ini yang sulit di hubungi atau hilang kontak.
Yang pada akhirnya rekomendasi jadi sulit untuk dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK sendiripun
cukup besar, komunikasi dan pembahasan duduk bersama terus

dilakukan bagaimana untuk mengupayakan agar rekomendasi tersebut
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dapat diselesaikan terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga atau
rekanan.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat, untuk
mengetahui  seberapa jauh hasil penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi BPK yakni:

“masih jauh dari target, seharusnya tindak lanjut
dilakukan 100% (seratus persen) dalam waktu 60 (enam
puluh) hari setelah LHP diterbitkan. Tapi nyatanya
masih banyak rekomendasi tahun-fahun sebelumnya
yang belum selesai”. (Wawancara, Jumat, tanggal 20
Januari 2017).

Senada dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan,
Sekretaris Inspektorat juga mengungkapkan pelaksanaan tindak lanjut
masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur, harusnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari rekomendasi
harus segera di tindaklanjuti, namun kenyataan yang terjadi
rekomendasi tahun-tahun sebelumnya belum selesai dan kemudian
akan ditambah dengan rekomendasi tahun berjalan yang akan datang.

Keseriusan dari pimpinan atau Bupati ini menjadi penting,
apalagi jika di dukung dari semua jajaran Asisten, Sekretaris Daerah
dan kepala-kepala SKPD terkait. Jika semua lini ini bergerak dan
mendorong agar terselesaikanmya rekomendasi mungkin Inspektorat
tidak akan kesulitan berupaya dengan keterbatasan wewenang dan
sumber daya yang ada.

Tidak terselesaikannya rekomendasi tahun-tahun sebelumnya

merupakan bukti bahwa keseriusan dari pejabat-pejabat terkait masih
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minim. Belum lagi masalah-masalah yang di hadapi oleh SKPD itu
sendiri, untuk itu peran pimpinan sangat diperlukan disini agar ada
perubahan.

Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten
Bulungan yang menjadi koordinator langsung, telah bekerja keras dan
melakukan yang terbaik dengan segala keterbatasan sumber daya
yang dimilikinya. Hasil wawancaranya menunjukkan nada yang
positif walaupun belum sesuai dengan target yang diharapkan, adapun

penjelasannya yakni:

“3 (tiga) tabun kebelakang sebenarnya sudah
menunjukkan progress yang bagus meskipun belum
pernah  menindak lanjuti  rekomendasi tahun
bersangkutan 100% (seratus persen) tuntas. (Wawancara,
Senin, tanggal 23 Januari 2017).

Perbaikan sistem tindak lanjut TLHP terus dilakukan oleh
Inspektorat sebagai koordinator tindak lanjut rekomendasi, walaupun
masih jauh dari target yang diiginkan. Upaya-upaya penyelesaian
tindak lanjut terus dikerjakan oleh tim yang ada di Inspektorat. Sebab
Inspektorat yang diberikan kewenangan untuk menyusun dan
mempersiapkan administrasi evaluasi dan pelaporan bulanan, tengah
dan tahunan tindak lanjut rekomendasi dan menyampaikan dan
mengirim laporan tersebut ke BPK perwakilan.

Komunikasi secara intens terus dilakukan oleh BPK dan
Inspektorat mengenai tindak lanjut, BPK juga menginginkan

rekomendasi terhadap SKPD terkait juga selesai. Dengan selesainya
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rekomendasi BPK dan Inspektorat berharap ada perbaikan sistem
kinerja yang lebih baik dari SKPD terkait yakni berupa perbaikan
pengendalian internal dan pengelolaan keuangan negara yang
diberikan.

Mencapai harapan yang diiginkan tidaklah mudah, untuk itu
evaluasi harus dilakukan sepertt teori Chales O. Jones
mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dapat
menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula
membantu penyempurnaan  pelaksanaan  kebijakan  beserta
perkembangannya. Evaluasi perlu dilakukan sejak langkah awal
dengan maksud agar kekeliruan dan kekurangan dapat di perbaiki
guna mencapai tujuan yang diiginkan.

Berdasarkan uraian penulis diatas untuk evaluasi dari indikator
kecukupan yang dimaksud dalam teori Dunn (2003:610) yaitu apakah
hasil yang dicapaj telah memenuhi kebutuhan, seberapa jauh
pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah.
Pelaksanaan tindak lanjut telah terlaksana dan progres nya ada
peningkatan setiap tahunnya, walaupun dari target yang diiginkan
masih jauh, jadi untuk hasil hasil yang dicapai belum memenuhi
kebutuhan dan belum mampu memecahkan masalah. Evaluasi
memang diperlukan agar melihat celah apa yang perlu diperbaiki dan

perlu ditingkatkan lagi agar apa yang diinginkan dapat tercapai.
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d. Perataan

Perataan yang dikemukanan olek Dunn (2003:610) dalam
indikator evaluasi yaitu apakah hasil atau manfaat di distribusikan
dengan merata kepada masing-masing SKPD.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, rekomendasi yang
diberikan oleh BPK dituangkan dalam LHP. Rekomendasi merupakan
hasil akhir dari pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, hal ini berisi
temuan-temuan atas ketidak patuhan terhadap peraturan pertmdang-
undangan atau kesalahan yang bekerja tidak sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan serta di tambah dengan sistem pengedalian
intenal yang kurang dari pimpinan SKPD, sehingga mengakibatkan
kesalahan atau kesengajaan dari oknum tertentu yang memanfaatkan
dan mengambil keuntungan.

Tim TLHP akan mulai bekerja setelah LHP diserahkan kepada
Bupati, dengan melakukan rapat pembahasan tindak lanjut dengan
seluruth SKPD yang tekait dengan rekomendasi. Sesuai aturan
seharusnya rekomendasi ditindaklanjuti oleh masing-masing yang
diserahkan oleh BPK selambat-lambatnya 1 bulan setelah
pemeriksaan.

Untuk menilai apakah indikator evaluasi yaitu apakah hasil atan
manfaat di distribusikan dengan merata kepada masing-masing
SKPD. Penulis melakukan wawancara dengan Inspektur Inspektorat

Kabupaten Bulungan, mengenai apakah rekomendasi telah
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terdistribusikan kepada masing-masing SKPD terkait. Adapun hasil

wawancara nya yaitu:

“ya, setiap LHP yang diterbitkan Kkita selalu

mendistribusikan atau menginformasikan kepada SKPD

terkait”. (Wawancara, Jumat, tanggal 23 Desember 2016).
Dari hasil wawancara diketahui bahwa LHP yang diterbitkan

olech BPK selalu didistribusikan atau menginformasikan kepada
SKPD terkait, pada saat penyerahan LHP BPK kepada Bupati dan
DPR, Inspektorat selalu mendampingi. Yang kemudian akan di
distribusikan kepada masing-masing SKPD terkait dengan
rekomendasi.

Sejalan dengan uraian diatas, Sekretaris Inspektorat Kabupaten
juga menegaskan bahwa apakah rekomendasi telah terdistribusikan
kepada masing-masing SKPD terkait. Adapun hasil wawancara nya
yakni:

“ya, baik dalam rapat koordinasi maupun melalui
surat”. (Wawancara, Jumat, tanggal 20 Januari 2017).

Setelah LHP diterima oleh Bupati dan jajarannya, maka Bupati
akan mengagendakan rapat koordinasi untuk pembasahan isi LHP
tersebut, terutama rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindak
lanjuti. Serta melayangkan surat kepada SKPD-SKPD terkait, dengan
harapan agar tindak lanjut segera dilaksanakan.

Untuk mengetahui dari sisi SKPD, mengenai apakah

rekomendasi telah terdistribusikan kepada masing-masing SKPD

A
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terkait. Maka penulis mewawancarai kepala Dinas Pekerjaan Umum

sebagai nara sumber, adapun hasil wawancara nya yaitu: |

“ya, selalu ada rapat koordinasi untuk menyampaikan
hasil pemeriksaan BPK”. (Wawancara, Kamis, tanggal 29
Desember 2016).

Senada dengan apa yang di sampaikan oleh Sekretaris
Inspektorat, Kepala Dinas Pekerjaan umum mengakuiA bahwa selalu
ada rapat koordinasi untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK.

Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum merupakan Dinas yang
sangat penting, untuk itu rekomendasi pasti ada untuk dinas ini, sebab
begitu besar tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kegiatan
yang dilaksanakan dan penggunaan keuangan negara, ditambah lagi
keterkaitannya dengan pihak ketiga atau rekanan yang melaksanakan
kegiatan. Untuk itu SKPD ini selalu menjadi perhatian.

Salah satu SKPD yang selalu menjadi perhatian yakni Dinas
Pendidikan. Penulis juga ingin mengetahui mengenai apakah
rekomendasi telah terdistribusikan kepada masing-masing SKPD

terkait, hasil wawancara nya yaitu:

“ya, untuk LHP BPK biasanya diadakan rapat
pembahasan setelah BPK melakukan Exit Meeting setelah
pemeriksaan”. (Wawancara, Kamis, tanggal 22 Desember
2016).

BPK setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 1
(satu) bulan, akan melakukan exit meeting untuk memberikan

gambaran kepada Bupati dan SKPD terkait dengan temuan. Yang
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dibahas adalah temuan-temuan sementara, sehingga Bupati dan SKPD
terkait bisa mengambil tindakan apa yang harus dilakukan.

Rapat pembahasan juga di lakukan agar dapat memahami
rekomendasi secara bersama-bersama dalam satu pemahaman,
sehingga tidak salah menafsirkan rekomendasi yang takutnya
berakibat pada salah mengambil tindakan dalam rekomendasi.

BPKAD adalah sebagai kawah candradimuka nya pemerintah
Kabupaten Bulungan, semua sumber keuangan negara akan bermuara
pada SKPD ini. Dalam melakukan pemeriksaan BPK, BPKAD akan
menjadi tujuan utama yang akan diperiksa. Untuk itu penulis ingin
mengetahui apakah rekomendasi telah terdistribusikan kepada

masing SKPD terkait, adapun hasil wawancaranya yakni:

‘“ya, semua rekomendasi BPK yang diberikan langsung
diberitahukan kepada kami baik melalui surat maupun
secara langsung dalam rapat pembahasan”. (Wawancara,
Senin, tanggal 29 Januari 2017).

Sepaham dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala
Dinas Pendidikan, Kepala BPKAD mengaminkan bahwa semua
rekomendasi BPK akan diberitahukan baik melalui rapat koordinasi
maupun melalui surat. |

Penulis melihat evaluasi dari indikator perataan dapat terpenuhi
di sini, dapat dilihat dari semua hasil wawancara bahwa semua
rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK telah terdistribusikan. Yang
menjadi masalah saat ini adalah bagaimana tindakan SKPD terkait

terhadap rekomendasi tersebut, apakah langsung ditindaklanjuti atau
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didiamkan terlebih dahulu. Sedangkan pada saat | rapat jelas
disampikan rekomendasi ini harus segera ditindak lanjuti sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Berkaitan dengan hal diatas penulis ingin mengetahui
bagaimana cara penyampaian ke SKPD terkait rekomendasi yang
harus ditindaklanjuti, adapun hasil wawancara dengan Inspektur

Inspektorat yaitu:

“Kalau untuk LHP BPK dengan cara melakukan rapat
koordinasi yang dipimpin oleh minimal Asisten 1Il, selain

itu juga secara tertulis lewat surat”. (Wawancara, Jumat,
tanggal 23 Desember 2016).

Cara menyampaikan kepada SKPD terkait yakni dengan rapat
koordinasi dan juga melalui surat resmi, rapat koordinasi ini di
pimpin oleh minimal Asisten III agar memiliki kewenangan yang
lebih, sebab SKPD terkait jika bukan level pejabat tingkat atas
biasanya akan sedikit abai.

Untuk mengnatkan penulis juga mewawancai Sekretaris
Inspektorat Kabupaten Bulungan mengenai bagaimana cara
penyampaian ke SKPD terkait rekomendasi yang harus

ditindaklanjuti, adapun hésil wawancara nya yaitu:

“melalui rapat dan melalui surat”. (Wawancara, Jumat,
tanggal 20 Januari 2017).

Sckretaris menegaskan cara menyampaikan rekomendasi kepada
SKPD terkait yakni dengan rapat dan melalui surat. Cara

menyampaikan ini telah tepat, bukan hanya satu cara saja namun dua
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cara, dengan harapan semua rekomendasi dapat tersampaikan dengan
baik kepada semua SKPD terkait dengan rekomendasi.

Penyampaian rekomendasi telah dilakukan dengan benar maka
tinggal bagaimana tindakan SKPD terkait itu dengan rekomendasi
yang diberikan. Harapan Bupati dan jajarannya agar rekomendasi
tersebut dapat di selesaikan dengan segera sesuai dengan peraturan
peundang-undangan yang mengatur,

Evaluasi dari indikator perataan bisa dikatakan telah memadai,
sebab penyampaian rekomendasi telah terdistribusikan ke seluruh
SKPD terkait.

Responsivitas

Dunn (2003:610) evaluasi dari segi responsivitas yaitu seberapa
jauh hasil yang diiginkan dapat memecahkan permasalahan,
tanggapan dari masing-masing SKPD.

Penyampaian rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh
SKPD telah dilakukan olekh Tim TLHP setelah LHP BPK diserahkan
kepada Bupati. Namun tanggapan dari masing-masing SKPD terkait
lambat, sehingga melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini
didukung dengan data tindak lanjut per SKPD mulai tahun 2013,
2014 dan 2015 sebagaimana yang terdapat dalam tabel 4.1.
pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut masih belum tuntas.

Didukung juga dari peryataan Inspektur Inpsektorat Kabupaten

Bulungan, atas wawancara penulis yang menanyakan apakah
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rekomendasi telah di tanggapi oleh SKPD. Adapun hasil wawancara

* nya yaitu:
“ya, tapi tidak semua. Mungkin bila diprosentasekan
setiap tahunnya untuk LHP yang baru maksimal yang
langsung ditindaklanjuti 20% (dua puluh persen) itupun
untuk rekomendasi yang sifatnya administrasi. Sering
terjadinya mutasi dan tidak ada sanksi yang tegas

membuat rekomendasi belum tuntas®. (Wawancara,
Jumat, tanggal 23 Desember 2016).

Dari hasil wawancara tersebut terlihat pelaksanaan penyelesaian
tindak lanjut masih belum tuntas, yang langsung ditindaklanjuti hanya
20% itupun temuan yang sifatnya administrasi. Sebagaimana
penjelasan Inspektur bahwa sering terjadinya mutasi kepala SKPD
memiliki andil tidak terselesaikannya rekomendasi ini, sebab dimana
pimpinan yang baru merasa tindaklanjut bukan menjadi
tapggungjawabnya.

Ditambah lagi jika rekomendasi yang mengharuskan pemulihan
ke kas daerah yang melibatkan pihak ketiga, SKPD hanya sebatas
pemberitabuan lewat surat kepada yang bersangkutan, tanpa tindakan
yang sifatnya memaksa schingga tidak terlalu dihiraukan oleh pihak
ke tiga.

Kendala-kendala inilah yang mengindikasikan pelaksanaan
tindak lanjut menjadi lambat dan tidak selesai, harusnya perlu sikap
tegas dari pimpinan yang mengharuskan tindak lanjut itu segera di

selesaikan.
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Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan juga menyampaikan

bal senada dengan Inspektur, yakni:

“tidak semua langsung ditanggapi”. (Wawancara, Jumat,
tanggal 20 Januari 2017).

Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan juga menegaskan hal yang
sama yakni apakah rekomendasi telah di tanggapi oleh SKPD, adapun

jawabannya yaitu:

“ya sebagian, yang biasanya cepat menindaklanjuti
adalah rckomendasi yang sifatnya administrasi”.
(Wawancara, Kamis, tanggal 26 Januari 2017).

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris dan Sub Bagian
Evaluasi Pelaporan diketahui bahwa, tidak semua rekomendasi
langsung ditindak lanjuti. Hanya rekomendasi yang bersifat
administrasi yang dapat langsung ditanggapi, sedangkan untuk
rekomendasi yang lain seperti pemulihan kas daerah dan perbaikan
SPI masih belum bisa diselesaikan.

Dalam hal ini evaluasi perlu dilakukan sebagaimana yang
dimaksud dengan Charles O . Jones bahwa Evaluasi adalah kegiatan
yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan
dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan keb.ijakan beserta
pekermbangannya.

Untuk itu evaluasi perlu di lakukan sejak langkah awal dengan
maksud agar kekeliruan dan kekurangan ifu tidak berlanjut, dengan
demikian perbaikan dalam pengambilan kebijakan dapat dilakukan

sedini mungkin.
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Berkaitan dengan tidak selesainya rekomendasi secara berulang
setiap tahun, dan terus terakumulasi dengan rekomendasi tahun
berjalan, bagaimana menyikapi SKPD yang kurang responsive.

Adapun wawancara dengan Inspektur yakni:

 “kami Inspektorat selaln melaporkan ke Sekretaris
Daerah selaku kefua tim TLHP dan Bupati dan untuk
selanjuinya tidak ada yang dapat kita lakukan, karena
meskipun sebenarnya telah ada batasan waktu yang telah
di tentukan oleh aturan, namun foh SKPD tidak merasa
hal tersebut mengikat untuk segera ditindaklanjuti”.
(Wawancara, Jumat, tanggal 23 Desember 2016).
Tindakan telah di lakukan oleh Inspektur sesuai dengan

kewenangannya, Inspektur sebagai Iea;iing sector hanya mampu
melakukan tindakan seperti itn. Kembali lagi bagaiman sikap Bupati
dan Sekda setelah mendapat laporan dari Inspektorat tentang tindak
lanjut,

Sikap tegas Bupati di sini diperlukan jika ingin ada perbaikan,
mungkin diperlukan kerja keras dari BUpati dan semua jajarannya
unuk menindaklanjuti hal tersebut, apalagi jika SKPD terkait terkesan
abai dan tidak mematuhi aturan yang telah disampikan.

Sekretaris Inspektorat juga hanya mampu menyampaikan hal

serupa yakni:

“tugas kami hanya menyampaikan dan terus
menyampaikan, kadang beberapa kali kami membuat
surat, dan komunikasi dengan BPK untuk meminta jalan
keluay”. (Wawancara, Jumat, tanggal 20 Januari 2017),

Tindakan yang dilakukan hanya menyampaikan, namun

memang hanya sebatas itu kewenangannya, sebenarnya ini bukan
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sikap pasrah namun kegiatan yang tidak bosan di lakukan dengan
harapan SKPD terkait akan terus diingatkan tentang rekomendasi
yang harus mereka selesaikan.

Kerja keras tim TLHP inspektorat disini yang berperan aktif
untuk terus membuat surat dan menyampaikan ke pada SKPD terkait.
Disamping itu komunikasi dengan BPX terus dilakukan untuk
meminta pendapat dan keringanan untuk rekomendas-rekomendasi
yang sangat sulit di tindaklanjuti.

Untuk itu evaluasi di perlukan, sesuai dengan tujuannya evatuasi
bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang apa
yang telah terjadi dibidang kebijakan dan kegiatan yang diawasi,
apakah berhasil atau tidak kemudian untuk diperbaiki.

Seperti yang diungkapkan oleh Setiawan (1999) tujuan evaluasi
adalah agar dapat diketahui pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan
dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat_ dinilai
dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang
akan datang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu adanya
evaluasi dari kegiatan ini, sebagaimana seperti yang di sampaikan
oleh Setiawan. Kegiatan dinilai dan kemudian dilakukan upaya
perbaikan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Untuk mendukung hal tersebut, penulis mewawancarai

inspektur, menurut anda pribadi sebaiknya langkah apa yang harus
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dilakukan pemerintah agar SKPD lebih responsive untuk

menindaklanjuti rekomendasi ?

“Kepala daerah dalam hal ini Bupati lebih tegas dengan

misalnya membuat kebijakan tertulis tentang sanksi yang
tegas kepada kepala SKPD selaku penanggungjawab
apabila tidak segera menindaklanjuti sesuai aturan, yaitu
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP
diterbitkan”. (Wawancara, Jumat, tanggal 23 Desember
2016).

Sanksi tegas, hal ini bisa menjadi kunci perubahan dalam
pelaksanaan tindak lanjut. Selama ini SKPD terkait tidak merasa takut
dan merasa bukan tanggung jawabnya bagi pimpinan baru dan tidak
ada sanksi apa-apa bagi pihak ketiga, hal-hal inilah yang membuat
tindak lanjut tidak ada kekuatan yang mengikat untuk harus dipatuhi.

Bupati dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki
kewenangan yang kuat, bisa membuat peraturan yang memberikan
sanksi dan menindak tegas kepada setiap entitas jika tidak
menindaklanjuti rekomendasi yangdi berikan.

Bacrikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah memiliki
payung hukum, jika rekomendasi untuk ASN maka bisa dikenakan
dengan sanksi kepegawaian. Rekomendasi untuk pihak ketigé bisa di
bawa ke ranah Aparat Hukum Lainnya (APH), kenapa demikian agar
sanksi yang berat dapat memberi efek jera kepada setiap entitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat

juga memiliki pandangan yang serupa yakni:
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“harus ada sanksi yang tegas dari Bupati kepada SKPD
yang terlambat melakukan penyelesaian tindak lanjut”.
(Wawancara, Jumat, tanggal 20 Januari 2017).

Auditor muda yang sering terlibat langsung dengan SKPD juga

memiliki pendapat yang sama, yaitu:

“harus ada kebijakan Bupati yang tegas dan mengikat
kepada seluruh pejabat yang terkait dengan
rekomendasi, apabila tidak segera menindaklanjuti
sesuai waktu yang telah ditetapkan”. (Wawancara, Senin,
tanggal 6 Februari 2017).

43305.pdf
|
|
|
Hasil wawancara Inspektur, sekretaris dan Auditor Muda ini .
|
memiliki pandangan yang sama yakni perlu adanya sanksi tegas yang
| mengikat sepada seluruh pejabat yang terkait dengan rekomendasi,
apabila tidak segera menindaklanjutinya.
Menjadi rahasia umum jika sikap mental ASN ini harus ada
sanksi dulu baru ada tindakan yang nyata mereka lakukan. Budaya
~ kerja seperti inilah yang harusnya mulai berubah, upaya perbaikan-
perbaikan diri harus mulat di lakukan, figure pemimpin yang menjadi
teladan memang sangat minim dewasa ini. Sehingga sikap ini yang
menjadi momok perusak budaya bangsa yang bekerja keras dan
bertanggungiawab. Untuk itu perlu perubahan dari atas sampai bawah
secara bersama-sama saling memberi contoh yang baik bagi din
sendiri dan sekitarnya.
i - Penulis melihat temuan ini ada yang bersifat administrasi, SPI

dan pemulihan ke kas daerah, bagaimana dengan temuan yang

sifatnya pemulihan ke kas daerah. Tidak responsive nya pihak ketiga
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terhadap rekomendasi BPK, berdasarkan hasil wawancara dengan

Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bulungan yaitu:

“itu yang lama ditindaklanjuti, apalagi apabila pihak
ketiganya sudah tidak mendapat pekerjaan dari SKPD
terkait, relative sulit ditindaklanjuti. Hal ini yang
menyebabkan rekomendasi belum tfuntas setiap

pembahasan”. (Wawancara, Senin, tanggal 6 Februari
2017).

Salah satu penyebab tidak selesainya rekomendasi, karena
SKPD kesulitan menagih kepada pihak ketiga, inilah yang dari tahun
ke tahun membuat tindak lanjut belum bisa tuntas 100 % (seratus
persen). |

Pihak ketiga ini biasanya bekerja berdasarkan proyek yang
dikerjakan, dan asalnya bukan dari daerah. Mereka membuka kantor
cabang di daerah, jika proyeknya selesai dan tidak kerjaan lagi
mereka akan langsung meninggalkan daerah. Sedangkan proyek yang
selesai dikerjakan akan diperiksa tahun depannya, oleh sebab itu
begitu ada temuan dan rekomendasi kantor cabang nya sudah tutup
dan tidak ada kontak yang dapat di hubungi. Jenis-jenis rekomendasi
ini yang berulang-ulang setiap tahunnya, karena belum ditindaklanjuti
akhimya terakumulasi.

Belajar dari kesalahan sikap tegas dari SKPD yang akan
memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga harus diteliti terlebih
dahule alamat kantor dan jaminannya, guna menghindari

permasalahan yang sama.
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Adapun wawancara dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum

mengenai apakah rekomendasi langsung anda tanggapi, yaitu:

“tidak semua, biasanya yang sifatnya administrasi dan
pemulihan ke kas daerah yang melibatkan PNS di
lingkungan kami juga langsung ditindaklanjuti, Untuk
pihak ketiga biasanya kami memberitahukan melalui
surat dengan tembusan Inspektur”. (Wawancara, Jumat,
tanggal 30 Desember 2016).

Hasil wawancara menyebutkan permasalahan yang dihadapi
masih sama jika kaitannya dengan pihak ketiga, hanya melalui surat.
Dari segi sanksi dan efek jera nya sama sekali tidak ada.

Hal senada juga sama dilakukan oleh Dinas Pendidikan, yakni:

“tidak semua kami tindaklanjuti, biasanya yang sifatnya
administrasi yang kami usahakan untuk langsung
ditindaklanjuti, sedangkan  untuk  rekomendasi
pemulihan ke kas daerah yang melibatkan pihak ketiga,
kami tindak lanjuti dengan memberikan surat
pemberitahuan kepada pihak ketiga terlebih dahulu”.
(Wawancara, Rabu, tanggal 28 Desember 2016).

Tindak lanjut rekomendasi yang diharapkan tepat waktu masih
sangat sulit, kegiatan SKPD tidak lepas dari pembangunan atau
program-program yang melibatkan pihak ketiga. Sebenarnya ini
dilematis, den;gan dilaksanakaﬁ kegiatan maka penyerapap anggaran
terjadi. Uang negara di gunakan untuk kegiatan pembangunan baik
sarana, prasana, infrastruktur untuk fasilitas umum dan sarana

pendukung lainnya. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga, sebagai

pelaksana dari kegiatan ini sebenarnya ada kontrak yang mengikat.
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Kontrak kerja antara SKPD dan pihak ketiga merupakan sarana
yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh SKPD, harusnya ada

|
pengaturan yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan yang
| menyebabkan kerugian daerah. Disamping itu SKPD pelaksana harus

aktif mengawasi kegiatan yang sedang dilaksanakan, bukan hanya

|
diam dan menunggu program itu selesai. Pengawasan langsung
‘ diperlukan untuk mengawal kegiatan, agar menghindari
: permasalahan yang berakibat temuan BPK.

Penulis juga mewawancarai BPKAD, sebagai badan penyalur
keuangan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Untuk
rekomendasi apakah langsung ditindaklanjuti, berikut hasil

wawancaranya.

“Selama ini tidak semua rekomendasi bisa langsung kami
tindaklanjuti, karena adanya kendala-kendala tenaga
dan biaya. Rekomendasi yang diberikan kepada kami
kebanyakan terkait penyusunan kebijakan tentang
pengelolaan keuangan . (Wawancara, Kamis, tanggal 12
Januari 2017).

Kesulitan yang sama juga di rasakan oleh BPKAD sebagai
Badan yang mengelola kenangan daerah, sistem pengendalian harus
kuat disini. sebab jika salah menerapkan kebijakan akan berakibat
fatal, oleh sebaB itu rekomendasi vang diberikan kepada BPKAD
merupakan perbaikan sistem, dan pengendalian internal. Untuk itu

rekomendasi yang diberikan berupa penyusunan kebijakan sebagai

kontro} untuk kedepannya.
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Dari hasil wawancara diatas perlu dilakukan evaluasi, evaluasi
biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana kefektifan kebijakan
yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan kepada
kosntituennya. Sejauh mana tujuan dicapai, evaluasi diperfukan untuk

melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Uraian diatas melihat bahwa harapan dan kenyataan masih
sangat jauh, oleh sebab itu perlu adanya perubahan dari semua lini
dari Bupati, jajarannya, SKPD terkait dan pihak ketiga.

Urusan pihak ketiga ini diperlukan bantuan dari pemerintah
untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga, bila diperiukan
secara represif melibatkan aparat, karena masih banyak temuan lama
yang belum selesai. Jika aparat terlibat setidaknya akan memberi rasa
takut pada pelaksana kegiatan yang sedang berlangsung, harapannya
akan bekerja sesuai dengan aturan dan tidak ada temuan.

Penulis melihat dari beberapa penjelasan diatas bahwa menurut
Dunn (2003:610) evaluasi dari segi responsivitas yaitu seberapa jauh
hasil yang diigin_kan dapat memecahkan permasalahan, tanggapan
dari masing-masing SKPD ? tanggapan dari masing-masing SKPD
masih sangat rendah, banyaknya rekomendasi yang melibatkan pihak
ketiga, merumuskan kebijakan-kebijakan dan memperkuat SPI
menjadi masalah utama tidak selesainya rekomendasi yang diberikan
oleh BPK dengan tepat waktu.

Oleh sebab itu, rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak

banya ditindak lanjuti secara administrasi saja tetapi harus
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dilaksanakan dengan komitmen yang kuat dari setiap lini untuk
melakukan perbaikan agar mengurangi risiko terjadinya
penyimpangan di waktu yang akan datang, untuk itu fungsi
pengawasan harus di manfaatkan sebagai pengendali dari setiap
tindakan yang dilakukan oleh SKPD.

f. Ketepatan

Evaluasi menurut Dunn (2003:610) indikator ketepatan yaitu
hasil atau tujuan yang diiginkan dalam pelaksanaan program benar-
benar bermakna atau bernilai.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hasil yang ingin dicapai
dalam penyelesaiari tindak lanjut rekomendasi adalah rekomendasi
ditindaklanjuti 100% sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,

sehingga dengan selesainya tindak lanjut rekomendasi diharapkan
j dapat memperbaiki kelemahan system pengendalian intern
pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan serta kegiatan sesuai
‘ dengan peraturan  perundang-undangan. Sedangkan untuk
rekomendasi yang sifatnya pemulihan apabila ditindaklanjuti 100 %
akan meminimalisir potensi kerugian daerah dan atau meningkatkan
pendapatan asli daerah lainnya.

Namun berdasarkan hasil analisa dan evaluasi penyelesaian
tindak lanjut tidak dapat memenuhi kriteria ketepatan yang dimaksud
dalam teori Dunn, karena sampai dengan tahun 2016 masih terdapat

rekomendasi-rekomendasi  tahun  sebelumnya yang  belum

ditindaklanjuti.
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Apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini telah
memberikan dampak (outcome) untuk perbaikan pengelolaan baik
keuangan, Barang Milik Daerah (BMD) maupun aparatur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Inspektorat yakni:

“tidak terlalu signifikan, hal ini terlihat dari adanya
temuan-temuan yang sifatnya berulang dari tahun ke
tahun, sehingga selalu muncul rekomendasi-rekomendasi
yang sama”. (Wawancara, Jumat, tanggal 23 Desember
2016).

Menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan, temuan
dan rekomendasi BPK selama ini belum memberikan dampak yang
signifikan pada SKPD, sebab rekomendasi berulang masih banyak di
jumpai pada rekomendasi-rekomensai tahun berikutnya. Dalam artian
permasalahan yang dilakukan SKPD selalu sama.

Kenapa hal ini terjadi kemungkinan karena tidak ada sanksi
yang tegas, sehingga oknum tertentu dari SKPD terkait yang
melakukan penyimpangan merasa tidak ada kendala. Artinya tidak
ada perubahan dalam SKPD tersebut, SPI dan tindakan yang
dilakukan tetap sama.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaﬁs Inspektorat

Kabupaten Bulungan, yaitu:

“tidak terlalu berdampak, karema rekomendasi yang
sama masih diberikan oleh BPK, artinya temuan yang
sama terjadi berulang”. (Wawancara, Jumat, tanggal 20
Januari 2017).

Seharusnya rekomendasi yang diberikan oleh BPK ini

memberikan dampak (outcome) untuk perbaikan pengelolaan baik
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keuanagn maupun BMD, namun senyatanya hal ini belum terjadi.

berulang masth saja terjadi. SKPD terkait tidak belajar dari kesalahan

yang sama, karena lemahnya SPI yang ada di SKPD dijadikan

peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.
Wawancara dengan Auditor Muda Inspektorat Kabupaten

| Kenyataannya seperti  yang diungkapkan diatas rekomendasi
Bulungan juga menanggapai hal serupa, yaitu:

“belum, hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan dan
rekomendasi yang sama dari tahun ke tahun.
Rekomendasi yang diberikan belum memberikan efek
jera baik bagi pejabat terkait maupun pihak ketiga”.
(Wawancara, Senin, tanggal 6 Februari 2017).

Memberikan efek jera bisa dijadikan alat untuk perubahan dari
SKPD terkait, yakni pejabat maupun pihak ketiga. Perlu kerja sama
dengan APH lainnya, atau pemecatan, bisa juga penurunan pangkat
dan pemotongan tunjangan bisa dijadikan sanksi untuk pejabat yang
tidak menindaklanjuti rekomendasi.

Rekomendasi yang berulang bisa dijadikan dasar sebagai bahan
evaluasi Bupati dan jajarannya, sebab tujuan evaluasi bukanlah untuk
menyalzi.h-nyalalﬂ(an melainkan untuk melihat seberapa besar
kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari tindakan yang telah
dilakukan. tugas selanjutnya adalah Bagaimana mengurang: dan
menutup kesenjangan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait

apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini telah
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memberikan dampak (owfcome) untuk perbaikan pengelolaan baik

keuwangan, Barang Milik Daerah (BMD) maupun aparatur yakni:

“menurut saya, untuk rekomendasi perbaikan SPI yang
lemah, kami berusaha melakukan perbaikan meskipun
tidak sempurna dan kadang masih terjadi lagi temuan
yang sama tahur berikutnya”. (Wewancara, Jumat,
tanggal 30 Desember 2016).

SPI bukan hanya upaya membentuk mekanisme administrative
saja tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku, Dari
sekian banyak rekomendasi yang diberikan tetapi jika atfitude ASN
nya rendah maka outcome untuk perbaikan pengelolaan keuangan dan
BMD akan sulit.

Untuk itn hasil rekomendasi seharusnya dijadikan langkah
perbaikan, oleh karena itu komitmen terhadap perubahan, teladan
pemimpin dan niat baik dari seluruh entitas baik ASN maupun pihak
ketipa.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan

yaitu:

“ada dampaknya wuntuk perbaikan kelemahan-
kelemahan sistem pengendalian intern, meskipun masih
ada rekomendasi berulang pada tahun berikutnya”.
(Watbancara, Rabu, tanggal 28 Desember 2016).

Hal serupa juga dikemukakan oleh kepala Dinas Pendidikan,
dimana Dinas ini juga merupakan Dinas yang penting, jika dilihat
untuk Asset daerah Dinas Pendidikan juga memiliki andil untuk

rekomendasi yang belum selesai setiap tahunnya
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Begitu banyaknya sekolah dan pengadaan barang-barang
sekolah yang lama, tanpa di dukung dengan pencatatan dan
pengamanan yang baik, banyak asset daerah yang tidak diketahui
keberadaannya. Hal ini yang membuat Kabupaten Bulungan belum
bisa memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,
sebab asset daerah atan pengelolaan BMD masih belum tertata
dengan baik, banyak asset yang sulit ditelusuri.

SPI disini memiliki peran yang penting, jika dari awal
pengadaan telah menerapkan pengamanan asset tersebut maka akan
mudah menelusurinya. SPI mengatur seluruh proses perencanaanya,
pengadaan, pengamanan dan penggunannya, jika dilakukan secara
tertib terkendali, serta efektif dan efisien maka tujuan akan tercapai.

Dari hasil wawancara dengan BPKAD, mengenai apakah
rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini telah memberikan
dampak (outcome) untuk perbaikan pengelolaan baik keuangan,

Barang Milik Daerah (BMD) mﬁupun aparatur yaitu:

“ya, setidaknya ada progress perbaikan dalam
pengelolaan keuangan dengan adanya kebijakan-
Kebijakan baru terkait pengelolaan BMD dan
Keuangan”. (Wawancara, Kamis, tanggal 12 Januari
2017).

Setidaknya ada sedikit progress perbaikan dalam pengelolaan

keuangan yang dirasakan oleh BPMD, rekomendasi dibuat pada
dasarnya untuk menghilangkan sebab dan mengurangi akibat. Sudah

menjadi aturan baku jika rekomendasi dirancang untuk perbaikan




43305.pdf

105

sistem yang sudah ada agar tidak ada celah penyelewengan, untuk itu
ikuti dan laksanakan rekomendasi yang di minta oleh BPK.

Penerapan rekomendasi dalam penyelenggaraan kegiatan harus
terus dilaksanakan secara terus menerus dan tertib, agar mampu
mewujudkan penyelenggaran kegiatan dengan baik dan sesuai
rencana agar dapat mencapai tujuan.

Kurang melakukan perbaikan dan menerapkan rekomendasi ini
yang mengakibatkan sering muncul temuan berulang setiap tahun,
sebagaimana ditegaskan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten

Bulungan, yakni:

“gsalah satunya menurut saya karena SKPD Kkurang
melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan
oleh BPK”. (Wawancara, Jumat, tanggal 23 Desember
2016).

Hal senada juga ditegaskan oleh Sekretaris Inspektorat, sebagai

berikut:

“ya karema SKPD tidak terlalu memperhatikan
rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPK”.
(Wawancara, Jumat, tanggal 20 Januari 2017).

Sebagai instansi yang bergerak dibidang pengawasan, sangat
berharap rekomendasi dapat dilaksanakan. Sebab Inspektorat juga -
mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaran dan
pengelolaan keuangan yang ada di SKPD. Tindak lanjut rekomendasi

itu untuk kebaikan bersama, terutama SKPD terkait. Hasil kerja

seluruh SKPD akan berdampak langsun ke kinerja Bupati.




43305.pdf

106

Sebagaimana tanggapan Auditor Muda Inspektorat, yang sering
memberikan rekomendasi terhadap SKPD, mengenai temuan yang

setiap tahun berulang, yaitu:

“karena rekomendasi perbaikan atas kelemahan sistem
pengendalian internal tidak dijalankan sepenuhnya dan
kurangnya pengawasan langsung dari atasan kepada
| bawahan, schingga tidak dapat meminimalisir kesalahan

yang sama”. (Wawancara, Senin, tanggal 6 Februari
2017).

Inspektorat sebagai Instansi pembina sangat menyayangkan jika
rekomendasi perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal
tidak dijalankan sepenuhnya ditambah lagi pengawasan dari atasan
langsung kurang, yang pada akhirnya kesalahan yang sama terus

i terulang.

Perbaikan SPI merupakan kunci mewujudkan agar tidak terjadi
kesalahan yang sama, scbab SPI merupakan proses integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh ASN untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif, efisien,
keandalan laporan kegiatan dan pengamanan aset-aset SKPD,
diharapkan semua kegiatan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Dalam peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentnag
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP

adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh dilingkungan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal
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ini Bupati selaku kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan
sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara
menyeluruh.

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur sistem
pengendalian intern yang harusnya di praktekkan dilingkungan
pemerintahan, adapun unsur-unsurnya yaitu meliputi:

| 1) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam SKPD yang
| mempengaruhi  efektivitas pengendalian intern. Unsur ini
1 menkankan pada bahwa pimpinan SKPD dan seluruh ASN
f menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan kerja
SKPD, sechingga dapat berprilaku positif dan mendukung
pengendalian intern manajemen yang schat.
! Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:
a. Penegakan integritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan;
¢. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan SDM;

g. Hubungan kerja yang baik dengan SKPD lainnya.

2) Penilaian Risiko
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Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemugkinan
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.
Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern
harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi bidang-
bidang dalam SKPD baik dari lnar maupun dari dalam.

Pimpinan SKPD wajib melakukan penilaian risiko dengan cara
identifikasi dan menganalisis risiko. Identifikasi sekurang-
kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang
sesuai untuk tujuan SKPD, menggunakan mekanisme yang
memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan eksternal
serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkaﬁ risikp.
Sedangkan analisis ristko dilaksanakan untuk menetukan dampak
dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tnjuan
SKPD dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan SKPD perlu menetapkan
tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan. Tujuan ini berisi pernyataan dan
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat
waktu. Tujuan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh ASN
dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko
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telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa
pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian
sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan
fungsi SKPD terkait.

Kebijakan dan prosedur kegiatan harus ditetapkan secara tertulis
dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, hal ini untuk
menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi
seperti yang diharapkan untuk itu evaluasi secara teratur
diperlukan.

Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan
untuk pengembalian keputusan dalam rangka penyelenggaran
tugas dan fungsi SKPD.

Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau
informasi dengan menggunakan symbol, lambang tertentu baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
umpan balik.

Dalam hal ini pimpinan SKPD wajib mengidenfikasi , mencatat
dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang
tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib
diselenggarakan secara efektif.

Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk

memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu SKPD
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telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah
perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuvai
dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan
operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang
diperlukan.

Pimpinan SKPD harus menaruh perhatian serius terhadap
kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan
misi SKPD. Pengedalian yang tidak dipantau dengan baik
cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka
waktu tertentu. Peran serta seluruh ASN dalam memahami visi,
misi, tujaun dan SKPD menjadi tanggungjawab bersama.

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaran
SPIP dilakukan pengawasan intern dalam hal ini Inspektorat, dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan
salah satu bagian dari kegiatan pengendalian dengan lingkup tugas,
kompetensi, sumber daya, laporan dan kegiatan pekerjaan. Pada
akhirnya diharapkan jika pelaksanaan SPI nya baik, maka
penyelenggaran kegiatan baik dan temuan tidak ada.

Berkaitan dengan rekomendasi yang belum selesai, sebab
penerapan SPI di dalam SKPD nya masih kurang, begitu banyak
tugas pimpinan yang berkaitan dengan pengendalian, sebagaimana

hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

“karena kelalaian staf kami, kalau dari saya sebenarnya
sclalu mengingatkan untuk mengikuti aturan yang
berlaku®. (Wawancara, Jumat, tanggal 30 Desember 2016}
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Sebagaimana uraian tentang SP1 diatas, pimpinan memiliki
andil yang besar dalam penerapan SPI dan aturan, yang merupakan
pedoman pekerjaan yang harus dilakukan dan ditaati secara bersama
dalam, baik itu staf maupun pimpinan. Baik buruknya hasil kinerja
SKPD pasti pe pimpinan nya yang akan ditanyakan, begitu juga
dengan semakin banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
maka bisa dikategorikan kinerja pimpinannya rendah.

Pimpinan sebagai pengguna anggaran, -wajib melaksanakan
penggunaan anggarannya dengan baik dan sesuai ketentuan yang
berlaku. Bukan sekedar hanya mengingatkan, pimpinan wajib
melihat langsung, memonitor pekerjaan stafinya, jika ada kesalahan
langsung dibenahi agar kesalahan tersebut tidak menjadi besar.

Monitoring dan komunikasi bisa menjadi jalan sebagai
pimpinan SKPD untuk menjaga jalannya kegiatan kantor nya sesuai
dengan aturan. Sebagai pimpinan harus aktif bertanya tentang
kelancaran kegiatan kantornya, dengan bertanya maka akan
mendapatkan informasi terkait. Penyelesaian dan penerapan hasil
rekomendasi juga menjadi jalan perbaikan untuk SKPD terkait.

Sebagimana hasi! wawancara dengan Dinas Pendidikan,

mengapa sering muncul temuan berulang setiap tahun, yakni:

“mungkin kami kurang maksimal dalam pengawasan
setiap kegiatan”. (Wawancara, Rabu, tanggal 28
Desember 2016).
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Pengawasan dari pimpinan merupakan kunci terlaksananya
kegiatan dengan baik. Dengan pengawasan prosedur akan di lakukan,
pelaksana kegiatan akan lebih hati-hati. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan di bantu dengan konsultan pengawas
merupakan mata dan telinganya pimpinan atas kegiatan yang
dilakukan dilapangan.

Namun pada kenyataanya hal itu hanya terjadi dldalam kertas
saja, terkadang PPTK tidak tau apa yang menjadi tugas pokok dan
fungsinya, yang akhirnya para pihak ketiga merasa pekerjaanya tidak
diawasi akan mengambil kesempatan ini dan bekerja tidak sesuai
dengan kontraknya.

Untuk itu jika BPK masuk memeriksa, contohnya seperti
temuan kekurangan volume pekerfaan akan ada terus di setiap
tahunnya, karena apa ? karena pekerjaan tidak diawasi.

Evaluasi menurut Dunn (2003:610) indikator ketepatan yaitn
hasil atau tujuan yang diiginkan dalam pelaksanaan program benar-
benar bermakna atau bernilai.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis melihat
bahwa indikator ketepatan belum berjalan sesuai yang diharapkan.
Dilihat dalam kaitannya dengan penelitian ini, hasil yang ingin
dicapai dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi adalah
rekomendasi ditindaklanjuti 100% sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan, schingga dengan selesainya tindak lanjut rekomendasi

diharapkan dapat memperbaiki kelemahan system pengendalian intern
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pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan serta kegiatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam kenyataanya tindak lanjut rekomendasinya belum
dilaksanakan dengan sepenuhnya, di tambah lagi  terdapat
rekomendasi yang berulang-ulang setiap tahunnya.

Evaluasi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi perlu
dilakukan sebab evaluasi berfungsi untuk memberi metode-metode,
analisis kebijakan termasuk perumusan masalah dan rekomendasi
untuk perbaikan-perbaikan, yang paling penting adalah pelaksanaan
rekomendasi tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan mengacu pada teori
yang penulis gunakan dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu teori
dari Dunn (2003:610), bahwa untuk melakukan evaluasi penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi dengan menggunakan kriteria/indikator
efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Berdasarkan semua hasil wawancara dengan para informan dan
semua uraian di atas, semua indikator pertanyaan di kaitkan dengan
penelitian yang penulis lakukan, bahwa penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi yang dilakukan oleh tim TLHP sejauh ini telah terlaksana,
walaupun belum tuntas sepenubnya dari data yang ada sampai tahun 2016
prosentase penyelesaian tindak lanjut BPK baru sampai 85.69% (delapan
puluh lima koma enam puluh sembilan), hal ini belum sesuai dengan

peraturan yang mengatur bahwa rekomendasi harus ditindaklanjuti
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selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterima.

Komitmen memberikan kekuatan untuk melakukan yang terbaik
untuk melakukan tindak lanjut, komitmen dari pimpinan daerah ‘dan
SKPD menjadi daya paksa dan semangat setiap entitas untuk mengikuti
arahan guna penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

2. Upaya-upaya yang dilakukan eleh Inspektorat Kabupaten Bulungan
sebagai tim TLHP dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi BPK
a. Efektifitas

Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh tim
TLHP dan yang menjadi leading sektornya adalah Inspektorat
Kabupaten Bulungan sejaunh ini telah terlaksana, walaupun belum
tuntas sepenuhnya dari data yang ada sampai tahun 2016 prosentase
penyelesaian tindak lanjut BPK baru sampai 85.65% (delapan puluh

lima koma enam puluh sembilan).
Adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan
| | TLHP, dapat dilihat bahwa secara umum tujuan belum tercapai.
menurut Widodo (2008:125) untuk melakukan evaluasi kebijakan,

program dan kegiatan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan :

1) Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan,
program dan kegiatan,

2) Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan ke
dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan.

3) Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program.

4) Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program
tadi, data dicari di lapangan.
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5) Hasil data yang diperoleh dari lapangan diolah dan
dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

Berdasarkan teori tersebut, Tim TLHP harus mampu melihat
tujuan dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi ini, tujuannya
adalah pelaksanaan rekomendasi selesai dan kedepannya
penyelenggaran pemerintahan dapat terlaksana sesuai dengan- aturan
yang berlaku. Tujuan ini dijabarkan dan dibuatlah program untuk
mengatasi masalah yang terjadi dilapangan. Sebagaimana hal tersebut
harus dilakukan juga oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagai
leading sector tim TLHP tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan Inspektorat berfokus pada tujuan
untuk penyelesaian tindak lanjut dan kemudian melaporkan hal ini
kepada Sekretaris Daerah selaku ketza Tim TLHP dan Bupati serta
melakukan rekonsiliasi pembahasan dengan SKPD yang dipimpin
oleh minimal Assisten III.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Inspektur Inspektorat

Kabupaten Bulungan, yakni:

“kami Inspektorat selalu melaporkan ke Sekretaris
Daerah selaku ketua tim TLHP dan Bupati serta
meiakukan rekonsiliasi pembahasan dengan SKPD yang
dipimpin oleh minimal Assisten HI...”. (Wawancara,
Jumat, tanggal 23 Desember 2016).

Laporan yang dilakukan oleh Inspektur inspektorat diharapkan
dapat memberikan gambaran tentang penyelesaian tindak lanjut hasil

rekomendasi yang terjadi di Kabupaten Bulungan.
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Adanya rekomendasi yang tidak di tanggapi oleh SKPD ini
Inspektur Inpsektorat Kabupaten Bulungan memberikan masukkan
yakni:

“.... Sering terjadinya mutasi dan tidak ada sanksi yang

tegas membuat rekomendasi belum tuntas”. (Wawancara,
Jumat, tanggal 23 Desember 2016).

Hal serupa juga diutarakan oleh Sekretaris Inspektorat

Kabupaten bulungan , yaitu:

“Kepala daerah dalam hal ini Bupati lebih tegas dengan
misalnya membuat kebijakan tertulis tentang sanksi yang
tegas kepada kepala SKPD selaku penanggungjawab
apabila tidak segera menindaklanjuti sesuai aturan, yaitu
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP
diterbitkan”. (Wawancara, Jumat, tanggal 23 Desember
2016).

Sanksi tegas, hal ini bisa menjadi kunci perubahan dalam
pelaksanaan tindak lanjut. Selama ini SKPD terkait tidak merasa takut
dan merasa bukan tanggung jawabnya bagi pimpinan baru dan tidak
ada sanksi apa-apa bagi pihak ketiga, hal-hal inilah yang membuat
tindak lanjut tidak ada kekuatan yang mengikat untuk harus dipatuhi.

Bupati dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki
kewenangan yang kuat, bisa membuat peraturan yang memberikan
sanksi dan menindak tegas kepada setiap entitas jika tidak
menindaklanjuti rekomendasi yangdi berikan.

Berikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah memiliki

payung hukum, jika rekomendasi untuk ASN maka bisa dikenakan

dengan sanksi kepegawaian. Rekomendasi untuk pihak ketiga bisa di
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bawa ke ranah Aparat Hukum Lainnya (APH), kenapa demikian agar
sanksi yang berat dapat memberi efek jera kepada setiap entitas.
Auditor muda yang sering terlibat langsung dengan SKPD juga

memiliki pendapat yang sama, yaitu:

“harus ada kebijakan Bupati yang tegas dan mengikat
kepada seluruh pejabat yang terkait dengan
rekomendasi, apabila tidak segera menindaklanjuti
sesuai waktu yang telah ditetapkan”. (Wawancara, Senin,
tanggal 6 Februari 2017).

Hasil wawancara Inspektur, sekretaris dan Auditor Muda
Inspektorat Kabupaten Bulungan ini memiliki pandangan yang sama
yakni perlu adanya sanksi tegas yang mengikat sepada seluruh pejabat
yang terkait dengan rekomendasi, apabila tidak segera
menindaklanjutinya.

Memaknai evaluasi yang memainkan fungsi utama dalam
analisis kebijakan, menurut William N. Dunn Fungsi Evaluasi ada tiga |
yaitu:

1) Evaluasi memberi informasi yang valid dan tepat untuk
dipercaya, dimana seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan
telah dapat dicapai melalui tindakan publik;

2) Evaluasi dapat memberi sumbangan klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;

3) Evaluasi dapat memberi masukan pada penerapan metode

kebijakan lainnya, dengan menunjukkan kekurangan kebijakan

sebelumnya.
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Fungsi evaluasi dapat tercapai jika selaras dengan tujuannya
biasanya ditujukan untuk melihat sejauh mana tujuan dicapai.
Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan”
dengan “kenyataan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan
jika dikaitkan dengan teori diatas bahwa pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi oleh tim TLHP masih belum terlaksana secara optimal,
dapat dilihat dari proses penyelesaian tindak lanjut oleh SKPD masih
lambat diketahui dari ketepatan waktu dalam melakukan tindakan-
tindakan masih belum sesuai ketentuan yang berlaku.

Evaluasi menghasilkan informasi yang valid, agar bisa melihat
sejauh mana tujuan dapat tercapai. Dalam standar profesi disebutkan
bahwa pemeriksa ckstern dan intern harus melakukan tindak lanjut
untuk memastikan apakah tindakan koreksi dan penyelesaian tindak
lanjut telah dilakukan oleh manajemen atau SKPD terkait atas ternuan
yang telah di laporkan dalam LHP.

Untuk itu dalam meningkatkan status penyelesaian tindak lanjut
Inspektorat perlu membuat rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam
hal ini Bupati agar lebih tegas dalam membuat kebijakan tertulis
tentang sanksi yang tegas kepada kepala SKPD selaku penanggung
jawab apabila tidak segera menindaklanjuti sesuai aturan, yaitu
selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterbitkan.

Prosedur untuk penjadwalan melaksanakan tindak fanjut harus

didasarkan pada risiko dan kerugian yang terkait juga tingkat kesulitan
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- dan perlunya ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif

(Hiro, 1997).

Pendapat Hiro diatas menunjukkan bahwa ada prosedur dan
penjadwalan yang terkait dengan tindak lanjut, yakni berupa
rekomendasi administrative maupun rekomendasi pemulihan keuangan
negara. Namun tetap ditekankan pada ketepatan waktu penyelesaian

tindak lanjut.

Lebih lanjut Akmal (2006) menjelaskan prosedur untuk
melaksankan tindak lanjut adalah sebagai berikut:
|
1 1) Memberikan batas waktu yang disediakan bagi manajemen

untuk melaksanakan tindakan koreksi;
2) Melakukan evaluasi terhadap laporan tindakan koreksi yang

dilakukan manajemen;

3) Melakukan verifikasi terhadap tindakan koreksi yang
dilakukan manajemen;

4) Melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut jika
diperlukan;

5) Untuk tindakan koreksi yang kurang memuaskan dapat
melaporkan pada tingkatan manajemen yang sesuai
termasuk risiko yang masih ada untuk memberikan tindakan
tambahan sehingga tindakan koreksi menjadi memuaskan.

} Batas waktu, evaluasi, verifikasi dan koreksi merupakan
penekanan yang dikemukakan oleh Akmal, rekomendasi diberikan
sebagai upaya perbaikan dari tindakan-tindakan yang tidak tepat dari
pengelola. Jika pelaksanaan rekomendasi dapat diselesaikan dengan
baik dan tepat waktu maka untuk pelaksanaan selanjutnya akan lebih

berhati-berhati dan sesuai dengan aturan.

Berkaitan dengan hal diatas berdasarkan hasil evaluasi, untuk

temuan dari BPK yang terkait dengan temuan administrasi dan
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pemulihan keuangan daerah, yang melibatkan pihak ketiga. Inspektorat
memberikan rekomendasi untuk memberikan pengarahan pada pihak

ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan, jika mendapat pekerjaan ditahun

berjalan langsung dilakukan pemotongan pada saat pembayaran. Bila
diperlukan secara represif melibatkan aparat, karena masih banyak
temuan lama untuk yang belum tuntas.
b. Efisiensi
Indikator evaluasi secara efisiensi yakni seberapa banyak usaha
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, Evaluasi ini
|
} dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang di hadapi.
|
Bean dan Readford (2002) mengemukakan 5 (lima) hal yang
menjadi fokus evaluasi yaitu:
(1) Strategi dan proses evaluasi: apakah diterapkan proses
yang efektif dan memadai?, (2) tim pengembangan : apakah
tersedia manajemen yang efektif? Apakah struktur memadai?,
(3) pemasok, apakah organisasi mempunyai pemasok yang
berfungsi efektif dan menjadi bagian dari tim yang biperluas?,
(4) Pelanggan: apakah organisasi mempunyai pelanggan yang
berfungsi efektif dan menjadi bagian dari tim yang diperluas,
| (5) kemungkinan-kemungkinan yang paralel: apakah ada
alasan yang jelas tentang alokasi sumber daya berdasarkan
pendekatan-pendekatan yang diajukan?, (6) kapabilitas:
apakah ada pengetahuan yang memadai untuk melaksanakn

proyek inovasi ? apakah sumber daya-sumber daya
mendukung pengembangan inovasi?

Pendapat diatas mengemukakan dalam evaluasi berfokus pada
tujuan-tujuan yang ingin di capai, untuk itu harus didukung dengan
strategi yang diterapkan, apakah telah efektif, struktur organisasi

dalam pelaksanaan program tersebuat apakah telah memadai dari segi

sumber daya manusianya, sumber daya kevangan dan sumber daya
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pendukung yang lainnya seperti pengetauan yang memadai dalam
pelaksanaan yang bertujuan untuk mendukung program tersebut
dalam inovasi dan perbaikan-perbaikan yang dipertukan.

Sejalan dengan teori diatas upaya yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Bulungan dalam proses penyelesaian TLHP
yakni dengan membentuk Majelis Pertimbangan TPTGR. Majelis
pertimbangan TPTGR ini secara langsung membantu tugas Tim
TLHP, karena tujuan dibentuknya majelis ini untuk menyelamatkan
kerugian keuangan daerah yang terdapat dalam temuan dan
rekomendasi yang diperoleh dari hasil pengawasan yang diakibatkan
dari kelalain pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan yang ada. Tim Pertimbangan TPTGR ini dibantu oleh tim
sekretariat majelis pertimbangan TPTGR dalam menangani
administrasi dan kesekretariatan.

Upaya vang dilakukan oleh tim pertimbangan TPTGR dalam
penyelesian kerugian daerah, antara lain menetapkan temuan yang
terbukti menimbulkan kerugian daerah melalui surat keputusan yang
ditandatangani oleh kepala daerah. Dalam hal ini majelis juga
~ menyusun teknis penagihan kepada individu-individu yang telah
ditetapkan melakukan pelanggaran. Tugas dari Majelis Pertimbangan
TPTGR yakni dengan mengajukan usul pengahapusan temuan
rekomendasi yang sudah tidak dapat di tidaklanjuti.

Dalam pelaksanaan tugasnya tim TLHP BPK bertugas

melaksanakan rapat pembahasan LHP BPK dengan Inspektorat
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sebagai leading sektornya, untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP
BPK sesunai dengan bidang tugasnya. Kemudian tim TLHP
memberikan laporan kepada Bupati Bulungan tentang kemajuan
pelaksanaan TLHP. Evaluasi kemajuan pelaksanaan TLHP merupakan
tujuan dari pelaksanaan program.

Menurut Arikunto (2002:13) ada duva tujuan evaluasi yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum diarahkan kepada
program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih
difokuskan pada masing-masing komponen, sedangkan menurut
Crawford (200:30) tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah:

(DUntuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan, (2) untuk

memberikan objektifitas pengamatan terhadap prilaku hasil,

(3) untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan,

(4) untuk memberikan umpan balik bagi kegtatan yang

dilakukan. Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk

memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk
menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan
suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

Penjelasan diatas mengemukakan bahwa tujuan evaluasi yaitu
untuk melihat bagaimana realisasi dari program yang telah
dilaksanakan, kemudian diperoleh data-data dengan cara sistematis,
untuk memberikan penilaian secara objektif yang kemudian akhimya
akan menjadi u.mpaﬁ balik bagi para pembuat keputusan untuk
menentukan langkah selanjutnya.

Inspektorat selaku lembaga pengawasan daerah dalam
menangani LHP BPK yang baru diterima, melakukan upaya untuk

mepercepat penyelesaian TLHP yang dilakukan Inspektorat, antara
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lain dengan memberikan penegasan pelaksanaan TLHP kepada SKPD
melalui surat teguran maupun surat perintah TLHP kemudian
Inpektorat juga menghimpun semua temuan yang ada, kemudian
melakukan rapat monev yang mengundang seluruh SKPD serta pihak
ketiga yang terkait dengan rekomendasi untuk membahas
penyelesaian TLHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Inspektorat
sebagai koordinator tindak lanjut rekomendasi apa upaya yang
dilakukan Inspektorat selaku tim TLHP agar optimalnya dalam

menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.

“tim TLHP yang ada di Inspektorat terms secara aktif
melakukan pemanggilan, memberikan surat kepada yang
terkait rekomendasi, atau bisa dikatakan jemput bola ke
SKPD terkait” (Wawancara, Rabu, tanggal 21 Desember
2016).

Sejalan dengan penjelasan diatas “jemput bola” harus dilakukan
sebab SKPD terkait rekomendasi belum secara aktif menindaklanjuti
rekomendasi, mungkin karena lalai atau sering terjadinya mutasi.
Pejabat yang lama belum mampu menyelesaikan dan pejabat baru
belum mengetahui apa yang harus dilakukan. Untuk itu peran
Inspektorat terus secara aktif melakukan pemanggilan dan
memberikan surat agar SKPD terkait secara langsung terus diingatkan
akan tanggung jawabnya dan memberikan informasi kepada pejabat

yang baru di SKPD terkait untuk menyelesaikan rekomendasi.
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Untuk itu selanjutnya sejalan dengan teori menurut Sudjana
(2006:48) evaluasi program memiliki tujuan khusus yang meyangkut
6 {(enam) hal, yaitu untuk:

a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
b. Menyajikan masukan bagi pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan tindak lanjut, pertuasan atau pemberhentian
program;

c. Memberikan masukkan bagi pengambil keputusan tentang
modifikasi atau perbaikan program;

d. Memberikan masukkan yang berkenaan dengan faktor
pendukung dan penghambat program;

¢. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan

(pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara,

pengelola dan pelaksana program;

f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi
program pendidikan luar sekolah.

Pendapat Sudjana ini telah meggambarkan tujuan evaluasi
secara menyeluruh, yakni tujuan evaluasi dilakukan untuk
memberikan gambaran apa adanya yang terjadi dilapangan, kemudian
dari gambaran tersebut dapat diberikan masukkan bagi pengambilan
kebijakan, apakah program tersebut lanjut atau tidak, namun dapat
juga dilakukan modifikasi atau perbaikan dari program tersebut,
melihat bagaimana faktor pendukung dan pengambatnya, yang
kemudian bisa dibentuk kegiatan-kegiatan berupa pembinaan bagi

semua lini yang berkaitan dengan program tersebut.

Orientasi pada upaya untuk memperoleh informasi tentang
pelaksanaan suatu program melalui langkah-langkah yang sistematis
dalam upaya perbaikan program yang dilakukan oleh pengambil
kebijakan dalam rangka perbaikan program yang telah dilaksanakan atas

tujuan ini evaluasi dilakukan.
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Dalam pertemuan dengan SKPD maupun pihak ketiga terkait
akan dibicarakan mengenai komitmen yang bersangkutan, khususnya
yang berkaitan dengan pengembalian kerugian daerah berupa
kevangan untyk pemulihan kas daerah. Komitmen ini berkaitan
dengan SKPD dan pihak ketiga menyelesaikan kewajiban dalam
kurun waktu yang ditentukan. Pernyataan komitmen ini dapat berupa
ditandatanganinya Surat Tanggung Jawab Mutlak (SKTIM) atau
melakukan penyetoran kembali ke kas daerah. Hal ini menjadi tujuan

utama dalam pelaksanaan TLHP,
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
1. Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Tim Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) di Kabupaten Bulungan
Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian tindak Ianjut rékomendasi
belum berjalan dengan tuntas dan sesuai aturan yang berlaku yakni
Jawaban rekomendasi harus disampaikan kepada BPK selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima. Kesimpulan ini
didukung dengan hasil penelitian setiap indikator sesuai teori William N.
Dunn yang penulis gunakan yaitu bahwa :
a. [FEfektivitas
Efektivitas dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK
masih belum memadai. Hal ini terlihat dari batas waktu penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK sesuai aturan adalah
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil
pemeriksaan diterima, namun berdasarkan hasil penelitian dari tahun
2013 masih ada 6 (enam) rekomendasi belum ditindaklanjuti, tahun
2014 masih ada 6 (enam) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
dan tahun 2015 masih ada 2 (dua) rekomendasi yang belum
ditindaklanjuti.
Atas kondisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari indikator

efektivitas, pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
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masih belum memadai dan belum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Efisiensi

Efisiensi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK belum
memadai, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
program tersebut belum menggunakan sumber daya secara optimal.
Hal ini terlihat dari Surat Keputusan Bupati, yang terdiri dari tim
kepanitiaan dan tim teknis yang dibuat setiap tahun.

Pada tahun 2016 struktur organisasi dalam SK ini terlihat bahwa
organisasi gemuk pada lini atas yakni 24 (dua puluh empat) orang,
sedangkan staf sekretariat hanya 8 (delapan) orang, staf ini yang
secara teknis bekerja menghimpun temuan dan mendata rekomendasi
serta membuat laporan ﬁndak lanjut setiap bulan serta semester ke
kantor Perwakilan BPK.

Disamping itu tim TLHP belum berperan aktif secara optimal, hanya
tim TLHP dari Inspektorat saja, sedangkan dalam surat keputusan
Bupati jelas mereka memiliki tugas yang sama untuk menyelesaikan
tindak lanjut rekomendasi. Perubahan stuktur kepanitiaan dianggap
sebagai jalan keluar untuk optimalnya sumber daya dari tim TLHP.
Kecukupan

Kecukupan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK
belum memenuhi kebutuhan, dan belum memecahkan masalah. Hal

ini terlihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 rekomendasi

yang belum ditindaklanjuti sebesar 9.09 % (Sembilan koma
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Sembilan persen). Nilai ini masih jauh dari angka 100% (seratus
persen) yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Perataan

Perataan dalam penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi BPK telah
memadai, dalam arti seluruh hasil telah didistribusikan dengan
merata kepada masing-masing SKPD. Hal ini terlihat dari hasil
penelitian dan wawancara diketahui bahwa LHP yang diterbitkan
oleh BPK selalu didistribusikan atau menginformasikan kepada
SKPD terkait, pada saat penyerahan LHP BPK kepada Bupati dan
DPR, Inspektorat selalu mendampingi. Yang kemudian akan di
disitribusikan  kepada masing-masing SKPD terkait dengan
rekomendasi.

Dari kondisi diatas penulis menyimpulkan bahwa indikator perataan
telah terlaksana dengan baik, penyampaian rekomendasi telah
dilakukan dengan benar maka tinggal bagaimana tindakan SKPD
terkait itu dengan rekomendasi yang diberikan. Harapan Bupati dan
jajarannya agar rekomendasi tersebut dapat di selesaikan dengan
segera sesuai dengan peraturah perundang-undangan yang mengatur.
Responsivitas

Responsivitas dalam penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi BPK
belum memadai, hal ini terlihat dari tanggapan masing-masing
SKPD atas rekomendasi BPK masih banyak yang belum
dindaklanjuti, sehingga melebihi ke;entuan yang telah ditetapkan dan

pada akhimnya penyelesaian tindak lanjut masih belum tuntas.
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Dari kondisi  diatas penulis menyimpulkan bahwa indikator
responsivitas belum memadai, dilihat dari tanggapan dari masing-
masing SKPD masih sangat rendah, banyaknya rekomendasi yang
melibatkan pihak ketiga, merumuskan kebijakan-kebijakan dan
memperkuat SPI menjadi masalah utama tidak ‘selesainya
rekomendasi yang diberikan oleh BPK dengan tepat waktu.
f. Ketepatan

Ketepatan dalam penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi BPK
belum memadai, hal ini dilihat ketepatan hasil atau tujuan yang
diiginkan dalam pelaksanaan rekomendasi dapat memperbaiki
kelemahan system pengendalian intern pemerintah daerah dan
pengelolaan keuangan serta kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan belum tercapai.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan
sebagai tim TLHP dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi BPK
a. Efektifitas

Untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK
yakni dengan memberikan laporan secara rutin kepada Sekretaris
Daerah selaku ketua Tim TLHP dan Bupati serta melakukan
rekonsiliasi pembahasan dengan SKPD yang dipimpin oleh minimal

Assisten IT],
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Laporan yang dilakukan oleh Inspektur inspektorat diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang penyelesaian tindak lanjut hasil
rekomendasi yang terjadi di Kabupaten Bulungan.

Diketahui bahwa, tidak semua rekomendasi langsung ditindak
lanjuti. Hanya rekomendasi yang bersifat administrasi yang dapat
langsung ditanggapi, sedangkan untuk rekomendasi yang lain seperti
pemulihan kas daerah dan perbaikan SPI masih belum bisa
diselesatkan. Sikap tegas Bupati di sini diperlukan jika ingin ada
perbaikan, mungkin diperlukan kerja keras dari Bupati dan semua
Jajarannya untuk menindaklanjuti hal tersebut, apalagi jika SKPD
terkait terkesan abai dan tidak mematuhi aturan yang telah
disampikan.

Sanksi tegas, hal ini bisa menjadi kunci perubahan dalam
pelaksanaan tindak lanjut. Selama ini SKPD terkait tidak merasa
takut dan merasa bukan tanggung jawabnya bagi pimpinan baru dan
tidak ada sanksi apa-apa bagi pihak ketiga, hal-hal inilah yang
membuat tindak lanjut tidak ada kekuatan yang mengikat untuk
harus dipatuhi.

Bupati dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki
kewenangan yang kuat, bisa membuat peraturan yang memberikan
sanksi dan menindak tegas kepada setiap entitas jika tidak
menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Perbaikan SPI merupakan kunci mewujudkan agar tidak terjadi

kesalahan yang sama, sebab SPI merupakan proses integral pada




43305.pdf

131

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh ASN untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif, efisien,
keandalan laporan kegiatan dan pengamanan aset-aset SKPD,
dibarapkan semua kegiatan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan,

Efisiensi

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan dalam proses
penyelesaian TLHP vyakni dengan membentuk membuat Perubahan
struktur organisasi dalam tim TLHP yang lebih menitik beratkan pada
penambahan sumber daya pada sekretariat sebagai tim teknis yang bekerja
dan Majelis Pertimbangan TPTGR diperkuat perannya. Sebab majelis
pertimbangan TPTGR ini secara langsung membantu tugas Tim TLHP,
karena tujuan dibentuknya majelis ini untuk menyelamatkan kerugian
keuangan daerah yang terdapat dalam temman dan rekomendasi yang
diperoleh dari hasil pengawasan yang diakibatkan dari kelalain pegawai
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugasnya tim TLHP BPK bertugas melaksanakan rapat
pembahasan LHP BPK dengan Inspektorat sebagai leading sektornya,
untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK sesuai dengan bidang
tugasﬁya. Kemudian tim TLHP memberikan laporan kepada Bupati
Bulungan tentang kemajuan pelaksanaan TLHP,

Dalam pertemuan dengan SKPD maupun pihak ketiga terkait akan
dibicarakan mengenai komitmen yang bersangkutan, khususnya yang
berkaitan dengan pengembalian kerugian daerah berupa kewangan untyk

pemulihan kas daerah. Komitmen ini berkaitan dengan SKPD dan pihak
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ketiga menyelesaikan kewajiban dalam kurun waktu yang ditentukan.
Pernyataan komitmen ini dapat berupa ditandatanganinya Surat Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) atau melakukan penyetoran kembali ke kas

daerah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada

Inspektorat Kabupaten Bulungan khususnya dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulungan pada umumya untuk :

1.

Untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi, buat perubahan struktur kepanitiaan dalam surat keputusan
Bupati, pembagian anggota tim TLHP harus imbang antara pejabat dan
staf teknis yang bekerja, semakin banyak anggota tim teknis yang bekerja
maka akan berdampak pada status tindak lanjut rekomendasi;

Berkaitan dengan efisiensi yakni dengan menambah anggota untuk
penyelesaian tindak lanjut, agar dapat melaksanakan rekonsiliasi minimal
sekali dalam satu semester dan peran majelis TPTGR lebih dikuatkan; ,
Untuk mengoptimalkan responsivitas dari SKPD/entitas yang terkait
rekomendasi, perlu menyusun aturan tentang pemberian sanksi kepada
ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang tidak
menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi sesuai dengan aturan tentang
disiplin pegawai;

Menyusun aturan yang tegas untuk pihak ketiga/rekanan yang tidak dapat
menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sesuai ketentuan, dan bila

dimungkinkan melakukan keja sama dengan APH dalam

penyelesaiannya,
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1 |Efektivitas

Apakah hasil penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi BPK, telah tercapai sesuai
dengan target waktu yang telah ditentukan
sebelumnya ?

2 |Efisiensi

Apakah tujuan yang ingin dicapai dalam
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
menggunakan surnber daya secara optimal
?

3 1Kecukupan

Seberapa janh pencapaian hasil
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi v v v v
BPK di Kabupaten Bulungan ?

4 [Perataan

Apakah rekomendasi telah
terdistribusikan kepada obyek v v v v
pemeriksaan/SKPD ?

5 |Responsivitas

Apakah rekomendasi telah di tanggapi
oleh obyek pemeriksaan/SKPD ?

6 |Ketepatan

Dampak apa yang diperoleh jika
rekomendasi dari BPK ditanggapi dengan v v v v v
tepat dan cepat ?

Keterangan :

- Informan 1
- Informan 2
- Informan 3
- Informan 4
- Informan 5
- Informan 6
- Informan 7

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan
Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bulungan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan
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Jabatan

Hari/Tanggal/Jam
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+ Rabu, 21 Desember 2016 dan Jumat, 23 Desember 2016
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NO

TRANSKRIP WAWANCARA

KODE

CATATAN
LAPANGAN

Efektivitas

Apakah hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, telah
tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya
?

Belum, prosentase penyelesaian tindak lanjut selama ini paling tinggi
85,63%

Mengapa tidak bisa mencapat 100%?

Karena SKPD kurang responsif terhadap rekomendasi yang telah
diberikan, sehingga sering terlambat penyelesaiannya.

Mengapa SKPD kurang responsif untuk menindaklanjuti
rekomendasi?

Banyak hal yang menyebabkan, antara lain sering terjadinya mutasi
kepala SKPD, dimana pimpinan yang barn merasa tindak lanjut bukan
menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk rekomendasi yang
mengharuskan pemulihan ke kas daerah yang melibatkan pihak ketiga,
SKPD hanya sebatas pemberitahuan lewat surat kepada yang
bersangutan, tanpa tindakan yang sifatnya memaksa, sehingga tidak
terlalu dihiraukan oleh pihak ketiga.

Apa yang telah dilakukan Inspektorat selaku leading sektor menyikapi
sikap SKPD yang kurang responsif?

I-1:

Kami Inspektorat selalu melaporkan hal ini kepada Sekretaris Daerah
selaku ketua Tim TLHP dan Bupati serta melakukan rekonsiliasi
pembahasan dengan SKPD yang dipimpin oleh minimal Assisten IIE,
namun tidak rutin.

Efisiensi

P:

Apakah tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi menggunakan sumber daya secara optimal ?

Yang tepat menangani masalah tindak lanjut adalah Tim TLHP dan
khusunya SKPD. Dari Tim TLHP kurang optimal karena yang banyak
bekerja hanya anggota dari Inspektorat Kabupaten Bulungan. Untuk
SKPD yang langsung mempunyai kewajiban tidak terlalu responsif.

Bagaimana upaya yang dilakukan Inspektorat selaku Tim TLHP agar
optimal dalam menyelesaikan tindak lanjut?
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I-1:

Tim TLHP yang ada di Inspektorat terus secara aktif melakukan
pemanggilan, memberikan surat kepada yang terkait rekomendasi, atau
bisa dikatakan jemput bola ke SKPD terkait.

Kecukupan

P:

Seberapa jauh pencapaian hasil penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi BPK di Kabupaten Bulungan ?

I-1:

Mulai tahun 2014 sebenarnya tindak lanjut telah banyak mengalami
peningkatan meskipun tidak bisa 100%.

Perataan

P:

Apakah rekomendasi telah terdistribusikan kepada obyek
pemeriksaan/SKPD ?

I-1

Ya. Setiap LHP diterbitkan, kita selalu mendistribusikan atau
menginformasikan kepada SKPD terkait.

Bagaimana cara penyampaian ke SKPD terkait rekomendasi yang
harus ditindaklanjuti?

Kalau untuk LHP BPK dengan cara melakukan rapat koordinasi yang
dipimpin oleh minimal Asisten II, selain itu juga secara tertuis lewat
surat, sedangkan untuk LHP APIP atau Inspektorat, LHP langsung
dikirim ke SKPD terkait.

Responsivitas

P:

Apakah rekomendasi telah di tanggapi oleh obyek pemeriksaan/SKPD
?

ya, tapi tidak semua. Mungkin bila diprosentasekan setiap tahunnya
untuk LHP yang baru maksimal yang langsung ditindaklanjuti 20%
(dua puluh persen) itupun untuk rekomendasi yang sifatnya
administrasi. Sering terjadinya mutasi dan tidak ada sanksi yang tegas
membuat rekomendasi belum tuntas

Bagaimana menyikapi atas sikap SKPD yang kurang responsif?

I-1:

kami Inspektorat selalu melaporkan ke Sekretaris Daerah selaku ketna
tim TLHP dan Bupati dan untuk selanjutnya tidak ada yang dapat kita
lakukan, karena meskipun sebenarnya telah ada batasan waktu yang
telah di tentukan oleh aturan, namun toh SKPD tidak merasa hal
tersebut mengikat untuk segera ditindaklanjuti

Menurut anda pribadi sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan
pemerintah agar SKPD lebih responsif untuk menindaklanjuti
rekomendasi ?

Kepala Daerah dalam hal ini Bupati lebih tegas dengan misalnya
membuat kebijakan tertulis tentang sanksi yang tegas kepada kepala
SKPD selaku penanngung jawab apabila tidak segera menindakianjuti
sesuai aturan, yaitu selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP
diterbitkan.
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Ketepatan

Apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun APIP selama

P: initelah memberikan dampak (outcome) untuk perbaikan pengelolaan
baik keuangan, BMD maupun aparatur? .
Tidak terlalu signifikan, hal ini terlihat dari adanya temuan-temuan
I-1: yang sifatnya berulang dari tahun ke tahun, sehingga selalu muncui
rekomendasi-rekomendasi yang sama.
P: Mengapa sering muncul temuan berulang setiap tahun?
- Salah satunya menurut saya karena SKPD kurang melakukan

perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
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TRANSKRIP WAWANCARA
Informan : ]2
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulungan
Hari/Tanggal/Jam : Selasa, tanggal 17 Januari 2017 dan Jumat, 20 Januari 2017
CATATAN
NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE LAPANGAN
1 |Efektivitas
Apakah hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, telah
P: tercapai sesuai dengan target waktu yvang telah ditentukan sebelumnya
?
12 Belum, selama saya masuk dalam Tim TLHP belum pemnah dalam 60
" _hari penyelesaian tindak lanjut rekomendasi 100%.
P: Mengapa tidak bisa mencapai 100%?
Karena untuk temuan yang sifatnya pemulihan ke kas daerah, SKPD
12: lebih menyerahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan kepada
*  pihak ketiga, meskipun sebenarnya dalam rekomendasi PA yang harus
bertangpung jawab menyelesaikan.
p: Mengapa SKPD kurang responsif untuk menindaklanjuti
* rekomendasi?
Karena SKPD merasa selama ini tidak ada sanksi yang tegas apabila
tidak melakukan tindak lanjut sesuai waktu yang telah ditentukan,

I-2: schingga sering lambat dalam menindaklanjuti atau bisa dikatakan
pembiaran apabila terjadi pergantian Kepala SKPD, karena merasa
bukan menjadi tanggung jawabnya.

P: Apayang telah dilakukan oleh Tim menyikapi SKPD yang demikian?
Hanya sebatas pemanggilan SKPD terkait untuk segera
I-2: menindaklanjuti, tapi secara tegas untuk memberikan tindakan tidak
ada.
2 |Efisiensi
P Apakah tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian tindak Janjut
~° rekomendasi menggunakan sumber daya secara optimal ?
12 Menurut saya tidak, karena selama ini yang lebih berperan aktif adalah
" Tim TLHP yang ada di Inpektorat saja
p- Bagaimana upaya yang dilakukan Tim TLHP égar optimal dalam
" menyelesaikan tindak lanjut?
12 Melakukan rekonsiliasi pembahasan tindak lanjut dengan SKPD
™ terkait temuan yang dipimpin oleh minimal Asisten ITL
P: Berapa kalj acara rekonsiliasi dilakukan dalam setahun?
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Sebenarnya dijadwalkan setiap semester satu kali, namun karena

I-2: keterbatasan pejabat-pejabat yang terlibat dalam Tim TLHP, untuk
tahun 2015 sekali bahkan untuk tahun 2016 tidak dilakukan,
Kecukupan
p- Seberapa jauh pencapaian hasil penyelesaian tindak lanjut
" rekomendasi BPK di Kabupaten Bulungan ?
Masih jauh dari target. Seharusnya tindak lanjut dilakukan 100%
1-2: dalam waktu 60 hari setelah LHP diterbitkan. Tapi nyatanya masih
banyak rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai.
Perataan
P Apakah rekomendasi telah terdistribusikan kepada obyek
" pemeriksaan/SKPD ?
I-2: Ya, balk dalam rapat koordinasi maupun melalui surat.
p- Bagaimana cara penyampaian ke SKPD terkait rekomendasi yang
*  harus ditindaklanjuti?
I-2: Melalui rapat dan melalui surat.
Responsivitas
P Apakah rekomendasi telah di tanggapi oleh obyek pemeriksaan/SKPD
7
1-2: Tidak semua langsung ditanggapi.
P: Bagaimana menyikapi atas sikap SKXPD yang kurang responsif?
tugas kami hanya menyampaikan dan terus menyampaikan, kadang
I-2: beberapa kali kami membuat surat, dan komunikasi dengan BPK
untuk meminta jalan keluar
Menurut anda pribadi sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan
P: pemerintah agar SKPD lebih responsif untuk menindakianjuti
rekomendasi ?
12 Harus ada sanksi yang tegas dari Bupati kepada SKPD yang telambat
" melakukan penyelesaian tindak lanjut.
Ketepatan
Apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini telah
P: memberikan dampak (outcome) untuk perbaikan pengelolaan baik
keuangan, BMD maupun aparatur?
Tidak terlalu berdampak, karena rekomendasi yang sama masih
1-2: diberikan baik maupun BPK. Artinya temuan yang sama terjadi
berulang. _
P: Mengapa sering muncul temuan berufang setiap tahun?
12+ Ya karena SKPD tidak terlalu memperhatikan rekomendasi perbaikan

yang diberikan oleh BPK
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TRANSKRIP WAWANCARA
Informan : I3
Jabatan : Sub Bagizn Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bulungan
HariTanggal/Jam : Senin, 23 Januari 2017 dan Kamis, 26 Januari 2017
CATATAN
NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE LAPANGAN
1 JEfektivitas
Apakah hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, telah
P: tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya
?
13- Belum, masih ada yang ditindaklanjuti lebih dari 60 hari setelah LHP
" diterbitkan
P: Mengapa demikian (Jebih dari 60 hari setelah LHP) diterbitkan?
Banyak alasan yang diberikan oleh SKPD, misalnya pejabat yang
I-3 : harus menindaklanjuti telah mutasi dan kesulitan menghubungi pihak
ketiga.
2 |Kecukupan
P Seberapa jauh pencapaian hasil penyelesaian tindak lanjut
*  rekomendasi BPK di Kabupaten Bulupgan ?
Tiga tahun ke belakang sebenarnya sudah menunjukkan proggres yang
1-3: bagus, meskipun belum pernah menindaklanjuti rekomendasi tahun
bersangkutan 100% tuntas
3 |Responsivitas
P Apakah rekomendasi telah di tanggapi oleh obyek pemeriksaan/SKPD
e
I3 Ya sebagian, yang biasanya cepat ditindaklanjuti adalah rekomendasi
" yang sifatnya administrasi
P Mengapa demikian? (Hanya rekomendasi administrasi yang cepat
© ditindaklanjuti)
1-3: Karena lebih mudah dilaksanakan.
Menurut anda pribadi sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan
P: pemerintah agar SKPD Iebih responsif untuk menindaklanjuti
rekomendasi ? '
Bupati membuat kebijakan untuk memberikan sanksi yang tegas
1-3: kepada pejabat yang tidak menindaklanjuti sesuai waktu yang
ditentukan.




Informan

Jabatan

Hari/Tanggal/Jam

TRANSKRIP WAWANCARA

: 14

: Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Bulurgan

: Selasa, tanggal 31 Januari 2017 dan Senir, 6 Februari 2017
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NO

TRANSKRIP WAWANCARA

KODE

CATATAN
LAPANGAN

Efektivitas

Apakah hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, telah
tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya
?

14:

Belum. Sesuazi ketentuan harusnya LHP yang terbit setiap tahun baik
dari BPK, dalam waktu 60 hari sudah harus 100% ditindaklaniti.
Namun berdasarkan matriks pemantauan tindak lanjut setiap semester
belum pemnah untuk temuan pada tahun bersangkutan 100%
ditindaklanjuti, sehingga terus terakumulasi sampai dengan saat ini.

Mengapa tidak bisa mencapai 100%?

I4:

Menurut saya lebih dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas dan
mengikat dari pemerintah daerah selama ini,sehingga SKPD terkait
tidak berusaha sepenuh hati untuk melakukan tindak lanjut. Alasan
yang diberikan SKPD biasanya karena merasa bukan tanggung
jawabnya (tidak menjabat pada saat temuan terjadi) dan Pihak Ketiga
sulit dihubungi.

Mengapa SKPD kurang responsif untuk menindaklanjuti
rekomendasi?

14:

Banyak hal yang menyebabkan, antara lain sering terjadinya mutasi
kepala SKPD, dimana pimpinan yang baru merasa tindak lanjut bukan
menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk rekomendasi yang
mengharuskan pemulihan ke kas daerah yang melibatkan pihak ketiga,
SKPD hanya sebatas pemberitahuan lewat surat kepada yang
bersangutan, tanpa tindakan yang sifatnya memaksa, sehingga tidak
terlalu dihiraukan oleh pihak ketiga.

Efisiensi

P:

Apakah tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi menggunakan sumber daya secara optimal ?

I4:

Kurang optimal, karena tim teknis yang terlibat terbatas. Seharusnya
dalam tindak lanjut banyak melibatkan auditor selaku pemeriksa,
sehingga lebih bisa memberikan pendampingan kepada SKPD untuk
menindaklanjuti rekomendasi.
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Ketepatan
Apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun APIP selama
P: ini telah memberikan dampak {(outcome) untuk perbaikan pengelolaan
baik keuangan, BMD maupun aparatur?
14 - Belum secara signifikan, masih terdapat kesalahan-kesalahan yang
" sama terjadi sehingga temuannya terus berulang dari tahun ke tahun.
P: Mengape sering muncul temuan berulang setiap tahun?
Kurangnya pengawasan dari pimpinan terhadap bawahan, sehingga
J4: pengendalian internal yang telah diekomendasikan baik oleh BPK
tidak efektif untuk perbaikan,
Responsivitas
p- Apakah rekomendasi telah di tanggapi oleh obyek pemeriksaan/SKPD
"7
14 - Ya sebagian rekomendasi langsung ditindaklanjuti oleh SKPD,
" biasanya yang bersifat administrasi, karena relatif lebih mudah.
P: Bagaimana dengan temuan yang sifatnya pemuliban ke kas daerah?
Ttu yang lama ditindaklanjuti, apalagi apabila pihak ketiganya sudah
14 tidak mendapat pekerjaan dari SKPD terkait, relatif sulit
*  ditindaklanjuti. Hal ini yang menyebabkan rekmendasi belum tuntas
setiap pembahasan.
P Menurut anda pribadi sebaiknya langka apa yang harus dilakukan
" pemerintah agar rekomendasi cepat ditindaklanjuti ?
Harus ada kebijakan Bupati yang tegas dan mengikat kepada seluruh
I-4: pejabat yang terkait dengan rekomendasi, apabila tidak segera
menindaklanjuti sesuai waktu yang telah ditetapkan
Ketepatan
Apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini telah
P: memberikan dampak (outcome) untuk perbaikan pengelolaan baik
keuvangan, BMD maupun aparatur?
Belum, hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan dan rekomendasi
I-4: yang sama dari tahun ke tahun. Rekomendasi yang diberikan belum
memberikan efek jera baik bagi pejabat terkait maupun pihak ketiga.
P: Mengapa sering muncul temuan berulang setiap tahun?
Karena rekomendasi perbaikan atas kelemaban sistem pengendalian
14 internal tidak dijalankan sepenuhnya dan kurangnya pengawasan
" langsung dari atasan kepada bawahan, sehingga tidak dapat
meminimalisir kesalahan yang sama.
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TRANSKRIP WAWANCARA
Informan : 15
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Hari/Tanggal/Jam Kamis, tanggal 29 Desember 2016 dan Jumat, 30 Desember 2016
CATATAN
NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE LAPANGAN

1 |Efektivitas

Apakah hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, telah
sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya ?

Belum, karena kami kesulitan untuk menindaklanjuti yang sifatnya
1-5: pemulihan ke kas daerah. Pihak ketiga sulit dihubungi, bahkan kadang
ada yang sudah tidak jelas domisilinya.

Apakah ada sanksi yang diberikan kepada SKPD dengan tidak
menindaklanjuti sesuai ketentuan?

1-5: Selama ini belum ada tindakan, tidak tahu untuk kedepannya.

Apa upaya yang telah anda lakukan agar tindak lanjut SKPD saudara

P: bisa tepat waktu sesuai aturan?
Untuk temuan administrasi saya berusaha segera menindaklanjuti
sesuai waktu yang ditentukan, tapi untuk yang sifatnya pemulihan saya
L5 - hanya bisa memberikan surat pemberitahuan kepada Pibak Ketipa.

Pemah saya lakukan pemanggilan Pihak Ketiga yang terkait
rekomendasi dengan mengundang Inspektorat dan Asisten 111 sebagai
nara sumber, tapi hasilnya juga kurang signifikan.

Menurut anda pribadi, apa yang harus dilakukan pemerintah agar
P: efektif untuk menagih agar Pihak Ketiga segera melakukan pemulihan
ke kas daerah?
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Bantuan dari pemerintah untuk melakukan penagihan kepada pihak
ketiga, bila diperlukan secara represif melibatkan aparat, karena masih

I-5: banyak temuan lama untuk DPU ini yang belum tuntas, yang
sebenamya pada saat temuan it saya belum menjabat sebagai kepala
DPU
Perataan
Apakah rekomendasi telah terdistribusikan kepada obyek
pemeriksaan/SKPD ?
Ya, selalu ada rapat koordinasi untuk penyampaian hasil pemeriksaan
1-5: BPK, kalau untuk LHP Inspektorat selalu disampaikan ke kami setelah
pemeriksaan selesai dilakukan.
Responsivitas
P: Apakah rekomendasi langsung anda tanggapi 7
Tidak semua, biasanya yang sifatnya administrasi dan pemulihan ke
1S - kas daerah yang melibatkan PNS di lingkungan kami juga langsung
* ditindaklanjuti. Untuk pihak ketiga biasanya kami memberitahukan
melalui surat dengan tembusan Inspektorat.
Ketepatan
Apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini telah
P: memberikan dampak (outcome) untuk perbaikan pengelolaan baik
keuangan, BMD maupun aparatur?
Menurut saya, untuk rekomendasi perbaikan SPI yang lemah, kami
I-5: berusaha melakukan perbaikan meskipun tidak sempurna dan kadang
masih terjadi lagi temuan yang sama tahun berikutnya.
P: Mengapa sering muncul temuan berulang setiap tahun?
15 - Karena kelalaian staff kami, kalau dari saya sebenarnya selalu

mengingatkan untuk mengikuti aturan yang berlaku.




43305.pdf

TRANSKRIP WAWANCARA
Informan : I-6
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan
Hari/Tanggal/Jam : Kamis, 22 Desember 2016 dan Rabu, 28 Desember 2016
CATATAN
NO TRANSKRIP WAWANCARA KODE LAPANGAN

1 |Efektivitas

Apakah hasil penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, telah

P: sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya ?
16 - Belum, karena kami mengalami banyak kendala, misalnya banyak
" pihak ketiga yang telah tidak aktif lagf.
P Apakah ada sanksi yang diberikan kepada SKPD dengan tidak

menindaklanjuti sesvai ketentuan?

1-6 : Belum ada, tidak tahu untuk kedepannya

Apa upaya yang telah anda lakukan agar tindak lanjut SKPD saudara

P: bisa tepat waktu sesuai aturan?
Melakukan pemanggilan Pihak Ketiga untuk diberikan arahan dengan
16 - melibatkan tim dari Inspektorat, dan untuk pihak ketiga yang

mendapat pekerjaan ditahun berjalan langsung dilakukan pemotongan
pada saat pembayaran.

Menurut anda pribadi, apa yang harus dilakukan pemerintah agar
P:  efektif untuk menagih agar Pihak Ketiga segera melakukan pemuliban

ke kas daerah?
16 : Bantvan dari pemerintah untuk ikut terlibat menarik/menagih ke Pihak
" Ketiga, agar lebih efektif.
2 ]Perataan

Apakah rekomendast telah terdistribusikan kepada obyek

Pi o emeriksaan/SKPD ?

Ya, untuk LHP Inspektorat langsung dikirim ke kami, untuk LHP
I-6: BPK biasanya diadakan rapat pembahasan pada setelah BPK
melakukan Exit Meeting setelah pemeriksaan.
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Responsivitas

P:

Apakah rekomendasi langsung anda tanggapi ?

Tidak semua langsung kami tindaklanjuti, biasanya yang sifatnya
administrasi yang kami usahakan untuk langsung ditindaklanjuti.

1-6: Sedangkan untuk rekomendasi pemulihan ke kas daerah yang
melibatkan kepihak ketiga, kami tindaklanjuti dengan membetikan
surat pemberitahuan kepada pihak ketiga terlebih dahulu.

Ketepatan
Apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK selama ini telah
P: memberikan dampak (outcome) umtuk perbaikan pengelolaan baik
keuangan, BMD maupun aparatur?
Ada dampaknya untuk perbaikan kelemahan-kelemahan sistem

I-6 : pengendalian intern, meskipun masih ada rekomendasi berulang pada

tahun berikutnya.
P: Mengapa sering muncul temuan berulang setiap tahun?
I-6: Mungkin kami kurang maksimal dalam pengawasan setiap kegiatan.
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Ketepatan

Apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPK maupun APIP selama

P: initelah memberikan dampak (outcome) untuk perbaikan pengelolaan
baik keuangan, BMD maupun aparatur?
Ya, setidaknya ada progres perbaikan dalam pengelolaan keuangan
1-7 . dengan adanya kebijakan-kebijakan baru terkait pengelolaan BMD

dan keuangan.
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